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Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang 
terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara 
fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman 
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara 
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) 
diharapkan mampu memberikan hukuman bagi pelaku KDRT. Namun, kenyataannya 
masih banyak kasus yang tidak diselesaikan sesuai dengan UU PKDRT dan hanya 
diselesaikan melalui mediasi. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah (i) Apa yang menyebabkan menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumah 
tangga di Polrestabes Makassar? (ii)  Apa yang menyebabkan seseorang melakukan 
kekerasan dalam rumah tangga? (iii) Bagaimana penyelesaian kasus kekerasan dalam 
rumah tangga yang dilakukan oleh pihak kepolisian di kota Makassar? 
Tujuan penelitian ini adalah (i) Untuk mengetahui penyebab menurunnya 
laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Makassar; (ii) Untuk 
mengetahui faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan dalam rumah 
tangga; (iii) Untuk mengetahui penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) Penyebab menurunnya laporan 
kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Makassar diantaranya: a) hukum 
atau undang-undang; b) penegak hukum; c) sarana atau fasilitas; dan d) masyarakat; 
(ii) Faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu: a) 
faktor ekonomi karena pelaku yang berhenti bekerja; dan b) faktor perilaku misalnya 
perilaku buruk pelaku (suami) yang pecandu alkohol (suka mabuk-mabukan) dan 
kecemburuan.; (iii) Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak 
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A. Latar Belakang 
Sejak dilahirkan ke dunia, manusia sudah mempunyai kecenderungan untuk 
hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama 
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui ikatan perkawinan untuk 
membentuk sebuah rumah tangga (keluarga). Perkawinan merupakan suatu ikatan 
yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat. 
Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap 
pasangan yang telah menikah tentunya menginginkan kehidupan yang bahagia, 
tentram, damai, dan sejahtera. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah 
tangga sangat diperlukan adanya pengendalian diri dan kualitas perilaku yang baik 
dari setiap anggota keluarga.  
Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sehingga konsekuensi bagi setiap 
perbuatan hukum yang sah adalah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan 
kewajiban bagi kedua belah pihak suami istri atau juga pihak lain. Seperti yang diatur 





suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi 
bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. 
Jika melihat uraian di atas, maka pada prinsipnya rumah tangga merupakan 
tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun kenyataannya, keluarga 
bisa menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena permasalahan rumah tangga 
yang terkadang diselesaikan dengan cara-cara yang kurang beretika, salah satunya 
dengan tindakan kekerasan. 
Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang 
spesifik atau khusus. Kekhususan terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, 
yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah 
tangga). Selain itu, locus delicti pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, 
yaitu di dalam rumah, di mana pelaku dan korban bertempat tinggal. Dalam tindak 
pidana yang lain, locus delicti bisa di mana saja, di semua tempat. (Soeroso, 2010: 
xiii) 
Berbagai macam penyebab dan faktor dijadikan alasan sehingga kekerasan 
dalam rumah tangga bisa terjadi. Namun, yang menarik perhatian publik adalah 
kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi jika kekerasan tersebut 
terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut 
hidden crime (kekerasan yang tersembunyi). Disebut demikian karena baik pelaku 





Kadang juga disebut domestic violence (kekerasan domestik), karena terjadinya 
kekerasan di ranah domestik. (Soeroso, 2010: 1) 
Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal yang baru. Terlebih lagi 
persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menyangkut juga persoalan hak 
asasi manusia. Adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat disebabkan 
tidak adanya penghargaan dalam memenuhi hak-hak dasar manusia, diantaranya hak 
dan kewajiban yang sama di dalam hukum. Tindak kekerasan dalam rumah tangga 
yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya sering dianggap 
sebagai hal yang biasa terjadi dalam sebuah keluarga. Biasanya jika terjadi kekerasan 
dalam rumah tangga, baik pelaku maupun korban menutupi hal tersebut. Karena akan 
dianggap sebagai aib bagi keluarga mereka. Padahal tindakan kekerasan merupakan 
suatu perbuatan yang melanggar hukum dan tentu saja pelakunya dapat dikenakan 
sanksi pidana yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 
Dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya 
kekerasan terhadap perempuan, karena ini berarti harus memasuki wilayah peka 
kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. 
Padahal kita ketahui bahwa setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga telah diatur 
dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan tentu saja melanggar hak-hak yang telah 





“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa 
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 
 
Salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di kota 
Makassar yakni seorang istri berinisial AI (20) melaporkan kasus kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT) ke Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar pada 
tanggal 20 Maret 2017. Kasus KDRT dilakukan oleh suami korban berinisial AW 
(22). Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada korban AI 
berupa kekerasan fisik yang berulang-ulang dilakukan oleh pelaku (AW) yang 
merupakan suami korban. 
Masih adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di 
sekitar kita dikhawatirkan memberikan dampak yang sangat besar bagi korban 
maupun anak mereka. Sehingga diperlukan penanganan yang serius dalam 
penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut.  
Dari data laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Makassar, ada 
perbedaan data laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diperoleh dari 
Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar dengan Pos Pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar. Di mana, data 
laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di P2TP2A mengalami 
peningkatan laporan. Data laporan yang diperoleh dari P2TP2A merupakan kumpulan 
data dari berbagai sumber seperti Polres serta Polsek yang ada di kota Makassar dan 





Makassar, LPA – Sul Sel, YKPM (FIK Ornop Sul Sel), serta FPMP. Sedangkan 
dalam pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kepolisian, 
khususnya di Polrestabes Makassar, kasus yang dilaporkan mengalami penurunan 
dari tahun 2014-2016. 
Fakta ini dapat terlihat dari data laporan kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT) di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dua tahun 
terakhir yakni pada tahun 2014 tercatat sebanyak 140 kasus, kemudian terjadi 
penurunan laporan pada tahun 2015 sebanyak 71 kasus, dan selanjutnya pada tahun 
2016 terjadi penurunan menjadi 45 kasus. (Sumber: Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar Mei 2017) 
Kemudian data laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang 
diperoleh dari Pos Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
(P2TP2A) Kota Makassar pada tahun 2015 sebanyak 547 kasus dan pada tahun 2016 
sebanyak 896 kasus. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa ada peningkatan kasus 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota Makassar. 
Adapun penyebab menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT) di Polrestabes Makassar disebabkan oleh faktor hukum atau undang-undang, 
faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat. 
Kemudian, faktor penyebab seseorang melakukan tindak kekerasan dalam 





Faktor ekonomi merupakan faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT) yang paling banyak dilaporkan di Polrestabes Makassar. 
Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan 
pihak kepolisian dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui jalur hukum dan mediasi. 
Jalur hukum ditempuh jika korban mengalami tindak kekerasan yang sangat parah 
dan berdampak buruk bagi korban, serta korban yang tetap bersikukuh ingin 
memperkarakan pelaku, maka pihak kepolisian akan membantu menyelesaikan 
kasusnya melalui jalur hukum. 
Pihak kepolisian dalam melakukan mediasi (penyelesaian secara 
kekeluargaan) saat penyidikan untuk mendamaikan korban dan pelaku bisa menjadi 
salah satu alasan bagi korban untuk mencabut pengaduan kasus kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT) yang dialaminya. Hal tersebut dapat kita lihat dari data 
laporan/aduan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dicabut di wilayah 
hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar bahwa pada tahun 2014 tercatat 
sebanyak 140 kasus dilaporkan dan sebanyak 56 kasus yang dicabut, kemudian pada 
tahun 2015 tercatat sebanyak 71 kasus dilaporkan dan sebanyak 30 kasus dicabut, 
serta pada tahun 2016 tercatat sebanyak 45 kasus yang dilaporkan dan ada 7 kasus 
yang dicabut. (Sumber: Kepolisian Resort Kota Besar Makassar Mei 2017) 
Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang seharusnya ditangani 
oleh pihak kepolisian dan dilimpahkan ke pengadilan untuk memberikan sanksi atau 





pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak mengulangi perbuatannya. 
Namun, pada kenyataannya banyak korban yang mencabut pengaduan kasus 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialaminya. 
Menurunnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ada di kota 
Makassar serta banyaknya pengaduan yang dicabut atau bahkan pelaku dan korban 
berdamai, tidak terlepas dari campur tangan berbagai pihak, salah satunya pihak 
kepolisian yang dalam hal ini biasanya mengadakan mediasi antara korban dan 
pelaku agar kasus yang telah dilaporkan tidak dilimpahkan ke pengadilan. Hal 
tersebutlah yang membuat penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai kekerasan 
dalam rumah tangga dengan judul, “Studi Tentang Kekerasan dalam Rumah 
Tangga di Kota Makassar”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
rumusan masalah yang akan diteliti yaitu: 
1. Apa yang menyebabkan menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumah 
tangga di Polrestabes Makassar? 
2. Apa yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga? 
3. Bagaimana penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan 






C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang 
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui penyebab menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumah 
tangga di Polrestabes Makassar. 
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan 
dalam rumah tangga. 
3. Untuk mengetahui penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang 
dilakukan oleh pihak kepolisian di kota Makassar. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoretis 
Hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan sumbangan 
terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam mengkaji dan menangani 
kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam hal ini, kasus kekerasan dalam 
rumah tangga dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak melakukan 
tindakan kekerasan baik di dalam keluarga (rumah tangga) maupun di dalam 
masyarakat. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian 







2. Manfaat Praktis 
Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan menambah 
pengetahuan serta informasi tentang kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga 
yang pelakunya dapat dipidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku di 





















A. Konsep tentang Kekerasan 
Pengertian kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 
perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya 
orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. 
Dalam bahasa Inggris, kekerasan juga biasa disebut violence yang artinya: 
1. Kekerasan, kehebatan; mati dengan kekerasan; mengambil tindakan  kekerasan. 
2. Kekejaman menyakiti/mengganggu perasaan orang lain. 
Senada dengan pengertian di atas, menurut J.C.T. Simorangkir (2008: 182), 
violence adalah kekerasan; pengambilan suatu tindakan dengan kekerasan. 
Menurut J. Dwi & Bagong (2004: 343), kekerasan (violence) adalah suatu 
serangan (assault) baik terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. 
Kekerasan terhadap manusia bisa terjadi karena berbagai macam sumber, salah 
satunya adalah kekerasan yang bersumber pada anggapan gender. Kekerasan 
semacam itu disebut gender-related violence, yang pada dasarnya terjadi karena 
adanya ketidaksetaraan kekuatan atau kekuasaan dalam masyarakat. 
Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau 





kekuatannya, baik secara fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk 
menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan. (Mufidah, 2008: 267) 
Menurut Hakristuti Harkrisnowo (2000: 79), kekerasan terhadap perempuan 
tidak mendapat perhatian yang memadai dalam sistem hukum, termasuk aparat 
hukum dan budaya hukum yang ada di masyarakat Indonesia karena pemaknaan 
kekerasan atau persepsi mengenai tindak kekerasan yang ada di dalam masyarakat. 
Sedangkan pengertian kekerasan secara yuridis dalam Pasal 89 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah yang membuat orang pingsan atau tidak 
berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. 
Pingsan dapat diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. 
Kemudian yang dimaksud dengan tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai 
kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan 
sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya masih dapat mengetahui yang terjadi 
pada dirinya. 
Selanjutnya Pasal 285 KUHP mengatur bahwa barang siapa dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar 
perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling 
lama dua belas tahun. 
Kemudian kekerasan yang diatur dalam Pasal 289 KUHP bahwa: 
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam 
karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan 





Perbuatan kekerasan di atas dapat dikatakan sebagai penganiayaan. Menurut 
Chazawi (2013: 7-8), penganiayaan atau kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan 
dengan sengaja dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni: 
1. Penganiayaan biasa (diatur dalam Pasal 351 KUHP); 
2. Penganiayaan ringan (diatur dalam Pasal 352 KUHP); 
3. Penganiayaan berencana (diatur dalam Pasal 353 KUHP); 
4. Penganiayaan berat (diatur dalam Pasal 354 KUHP); 
5. Penganiayaan berat berencana (diatur dalam Pasal 355 KUHP); 
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu 
yang memberatkan (diatur dalam Pasal 356 KUHP). 
Ketentuan-ketentuan tersebut memang tidak secara eksplisit mengatur tentang 
kekerasaan dalam keluarga, namun dapat digunakan untuk melaporkan/mengadukan 
para pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga ke pihak kepolisian dan sebagai 
dasar hukum untuk berperkara secara pidana di pengadilan. 
Berikut akan dijelaskan beberapa Pasal yang mengatur tentang ancaman 
pidana bagi tersangka kasus kekerasan yaitu Pasal 335 dan Pasal 336. Dalam Pasal 
335 KUHP dinyatakan sebagai berikut: 
“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 
1. Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya 
melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan 
memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang 
tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, 
sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, 





2. Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak 
melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran 
atau pencemaran tertulis. 
(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya 
dituntut atas pengaduan orang yang terkena.” 
 
Selanjutnya Pasal 336 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa: 
“(1)  Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, 
barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang 
secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan 
yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, 
dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan 
kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan 
penganiayaan berat atau dengan pembakaran. 
(2) Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, 
maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.” 
 
Johan Galtung (Susan. 2009: 118-124) menciptakan tiga dimensi kekerasan, 
yaitu kekerasan struktural, kultural, dan langsung. 
1. Kekerasan Struktural. 
Menurut Galtung, ketidakadilan yang diciptakan oleh suatu sistem yang 
menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (human needs) 
merupakan konsep kekerasan struktural (structural violence). Kekerasan model ini 
dapat ditunjukkan dengan rasa tidak aman karena tekanan lembaga-lembaga militer 
yang dilandasi oleh kebijakan politik otoriter, pengangguran akibat sistem tidak 
menerima sumber daya manusia di lingkungannya, diskriminasi ras atau agama oleh 
struktur sosial atau politik sampai tidak adanya hak untuk mengakses pendidikan 
secara bebas dan adil. Juga, manusia mati akibat kelaparan, tidak mampu mengakses 





Contoh dalam sejarah Indonesia, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah 
memberi hak pendidikan pada masyarakat pribumi. Hanya kalangan tertentu dari 
penduduk pribumi yang bisa mengakses sekolah, yaitu golongan bangsawan yang 
memiliki tanah-tanah perkebunan dan bekerja sama dengan pemerintah kolonial. 
Kekerasan struktural pada masa ini bisa dilihat di daerah-daerah industri yang 
ternyata tidak melibatkan masyarakat sekitar dalam proses industri, misalnya industri 
di Papua dengan perusahaan Freeport yang menambang tembaga dan emas. Freeport 
yang telah mengeksploitasi alam dengan hasil kekayaan yang berlimpah-limpah 
ternyata tidak meningkatkan kualitas kebutuhan dasar masyarakat sekitar. 
Permasalahan ini berangkat dari tidak dilibatkannya secara signifikan peran 
masyarakat di dalam industri Freeport dengan alasan tidak mempunyai keterampilan 
atau keahlian yang memadai untuk industri. Karena tidak terlibat atau bisa mengakses 
pekerjaan dalam industri di Freeport, maka masyarakat tidak mempunyai penghasilan 
yang bisa memenuhi berbagai kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan yang 
berkualitas dan kesehatan. Rasa aman pun juga sering kali terusik karena pengawasan 
institusi militer terhadap ruang gerak mereka dalam kaitannya dengan industri 
Freeport terasa sangat ketat sekali. 
Sesungguhnya kekerasan struktural menyebabkan tertindasnya manusia dan 
kelompok sosial sehingga mengalami berbagai kesulitan untuk hidup. Pada level yang 
tinggi kekerasan struktural bisa membunuh manusia, seperti akibat kelaparan ataupun 





Katakanlah harga obat-obatan yang terlalu mahal menyebabkan orang miskin tidak 
bisa membelinya. Ketidakmampuan membeli karena mereka tidak berkesempatan 
memperoleh pekerjaan dari negara yang kekayaannya melimpah ruah ini. Sehingga 
dapat dikatakan jika ada orang miskin Indonesia yang meninggal karena sakit, tanpa 
mendapat akses kesehatan, merupakan hasil dari kekerasan struktural. 
2. Kekerasan Langsung. 
Kekerasan langsung (direct violence) dapat dilihat pada kasus-kasus 
pemukulan seseorang terhadap orang lainnya dan menyebabkan luka-luka pada 
tubuh. Suatu kerusuhan yang menyebabkan orang atau komunitas mengalami luka-
luka atau kematian dari serbuan kelompok lainnya juga merupakan kekerasan 
langsung. Ancaman atau teror dari satu kelompok yang menyebabkan ketakutan dan 
trauma psikis juga merupakan bentuk kekerasan langsung. 
Dalam kekerasan langsung ada hubungan subjek-tindakan-objek seperti kita 
lihat pada seseorang yang melukai orang lain dengan aksi kekerasan. Beberapa kasus 
kekerasan yang terjadi di Indonesia dapat menjadi contoh kekerasan langsung dari 
individu ke individu lain atau kelompok lain. Beberapa contoh konflik kekerasan 
yang bisa menjadi aksi kekerasan langsung, seperti kekerasan antara etnis Dayak dan 
Madura di Kalimantan, antar etnis Ambon Kristen dan BBM Muslim, penculikan 
wartawan oleh gerakan separatis di Aceh maupun Papua, penyiksaan terhadap aktivis 
gerakan demokrasi oleh militer, masyarakat terhadap mereka yang dicurigai sebagai 





Teori yang menganalisis tentang kekerasan dalam rumah tangga, yaitu teori 
feminisme. Teori feminisme merupakan teori yang mengkaji tentang kesetaraan 
kedudukan antara laki-laki dan wanita, baik dalam hubungannya dengan rumah 
tangga maupun dalam hubungan sosial. Jaggar dan Rothenberg (Sulaeman & 
Homzah, 2010: 6) mengemukakan empat kategori teori feminisme, yang meliputi: 
1. Feminis Liberal (liberal feminism) 
Asumsi dasar pemikiran aliran feminisme liberal (liberal feminism) ini adalah 
paham liberalisme, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan serasi dan 
seimbang (structural fungsional), karena itu harusnya tidak terjadi penindasan antara 
satu dengan yang lainnya. Penindasan terjadi karena rendahnya intelektual 
perempuan akibat kurangnya kualitas pendidikan dan tidak meratanya kesempatan.  
2. Feminis Marxis (marxist theories) 
Asumsi dasar pemikiran aliran feminis marxis (marxist theories) ini adalah 
adanya penindasan berdasarkan kelas, khususnya dikaitkan dengan cara kapitalisme 
menguasai perempuan dalam kedudukan yang direndahkan. Ketinggalan perempuan 
bukan karena disebabkan oleh tindakan individu secara sengaja, tetapi akibat struktur 
sosial politik dan ekonomiyang erat kaitannya dengan sistem kapitalisme. 
3. Feminis Sosialis (socialist feminism) 
Feminis sosialis (socialist feminism) merupakan sintesis antara feminis marxis 
dan feminis liberal. Asumsi dasar pemikirannya adalah bahwa hidup dalam 





ini lebih memerhatikan keanekaragaman bentuk patriarkhi dan pembagian kerja 
secara seksual karena menurut mereka kedua hal ini tidak dapat dilepaskan dari 
aktivitas produksi. 
4. Feminis Radikal (radical theories) 
Asumsi yang mendasari feminis radikal  (radical theories) adalah pemikiran 
bahwa ketidakadilan gender yang menjadi akar dan tindak kekerasan terhadap 
perempuan justru terletak pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan itu. 
Jenis kelamin seseorang adalah faktor paling berpengaruh dalam menentukan posisi 
sosial, pengalaman hidup, kondisi fisik, psikologis, kepentingan, dan nilai-nilainya. 
Karena itu aliran ini menggugat semua lembaga yang dianggap merugikan 
perempuan seperti institusi keluarga dan sistem patriarkhi, karena keluarga dianggap 
sebagai institusi yang melahirkan dominasi sehingga perempuan ditindas dan 
mengalami kekerasan. 
Kemudian, ada juga teori tentang penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah 
tangga dikembangkan oleh Zastrow dan Browker (Wahab. Tanpa tahun: Hal. 6). 
Zastrow dan Browker menyatakan bahwa ada tiga teori utama yang mampu 
menjelaskan faktor penyebab terjadinya kekerasan, yaitu: 
1) Teori biologis, menjelaskan bahwa manusia, seperti juga hewan memiliki insting 
agresif yang sudah dibawa sejak lahir. 
2) Teori frustasi agresi, menyatakan bahwa kekerasan sebagai suatu cara untuk 





suatu pendapat yang masuk akal bahwa seseorang yang frustasi sering menjadi 
terlibat dalam tindakan agresif. Orang frustasi sering menyerang sumber 
frustasinya atau memindahkan frustasinya ke orang lain. 
3) Teori kontrol, menjelaskan bahwa orang-orang yang hubungannya dengan orang 
lain tidak memuaskan dan tidak tepat adalah mudah untuk terpaksa berbuat 
kekerasan ketika usaha-usahanya untuk berhubungan dengan orang lain 
menghadapi situasi frustasi. Teori iini berpegang bahwa orang-orang yang 
memiliki hubungan erat dengan orang lain yang sangat berarti cenderung lebih 
mampu dengan baik mengontrol dan mengendalikan perilakunya yang impulsif. 
 
B. Kekerasan dalam Rumah Tangga 
1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga 
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam 
bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat 
internasional. Kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya dilakukan oleh laki-laki 
terhadap perempuan, umumnya kekerasan oleh suami terhadap istri. 
Menurut Hasbianto (1998: 2), kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu 
bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan 





Sedangkan pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: 
“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang 
terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 
secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” 
 
Selanjutnya, menurut Saraswati (2009: 20) bahwa adapun penyebab kekerasan 
dalam rumah tangga dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki, relasi 
kuasa yang timpang dan perilaku hasil meniru (role modeling). 
J. Dwi dan Bagong (2007: 334) mendefinisikan pengertian gender sebagai 
berikut: 
“Gender adalah konsep hubungan sosial yang membedakan (memilahkan atau 
memisahkan) fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Pembedaan 
fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena 
keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan 
menurut kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing dalam berbagai 
bidang kehidupan dan pembangunan.” 
 
Banyak macam kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender 
yang dilakukan mulai dari tingkat rumah tangga sampai pada tingkat negara, antara 
lain: 
1. Perkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan. 
2. Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga 
(domestic violence). 





4. Prostitusi atau pelacuran. 
5. Kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk pornografi. 
6. Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana 
(enforenced sterilization). 
7. Kekerasan terselubung (molestation). 
8. Kekerasan terhadap perempuan yang paling umum dan sering terjadi dan 
dilakukan dalam masyarakat adalah berupa pelecehan seksual (sexual and 
emotional harassament). 
Adanya faktor gender dan patriarki yang berlaku dalam masyarakat seperti 
yang telah dipaparkan akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-
laki dianggap lebih utama daripada perempuan yang berakibat pada relasi keluarga 
yang timpang. Kondisi ini menjadikan laki-laki lebih cenderung dan berpeluang 
menjadi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. 
 
2. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga 
Kekerasan dalam rumah tangga pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi 
kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. 
a. Kekerasan Fisik 
Kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 





sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan 
rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”. 
Sementara ketentuan pidana terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga 
yang diatur pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: 
“(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup 
rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling 
banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 
30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan 
matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh 
lima juta rupiah). 
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit 
atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata 
pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 
(lima juta rupiah).” 
 
Adapun contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik 
yaitu memukul, menampar, menendang, mencekik, dan perbuatan lain sebagainya 
yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat. 
b. Kekerasan Psikis 
Kekerasan psikis menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 





“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah 
perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 
hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan/atau penderita psikis berat pada 
seseorang.” 
 
Sementara ketentuan pidana terhadap kekerasan psikis dalam rumah tangga 
diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: 
“(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup 
rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling 
banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit 
atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata 
pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 
(tiga juta rupiah).” 
 
Adapun contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis 
yaitu menghina, merendahkan, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana 
untuk memaksakan kehendak, dan mengisolasi korban dari dunia luar. 
c. Kekerasan Seksual 
Kekerasan seksual menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: 
“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: 
a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 
menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. 
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup 







Ketentuan pidana terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur pada 
Pasal 46, 47, dan 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: 
1) Pasal 46: 
“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 
12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh 
enam juta rupiah).” 
 
2) Pasal 47: 
“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya 
melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 
12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).” 
 
3) Pasal 48: 
“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 
mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan 
sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-
kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak 
berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau 
mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua 
puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta 
rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” 
 
Adapun contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual 
yaitu melakukan suatu tindakan yang mengarah pada desakan atau pemaksaan 





seksual dengannya atau orang lain seperti menyentuh, mencium, memaksa 
berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan sebagainya. 
d. Penelantaran Rumah Tangga 
Penelantaran rumah tangga menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: 
“(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, 
atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 
(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi 
setiap orang yang mengkibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di 
luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.” 
 
   Ketentuan pidana terhadap penelantaraan rumah tangga yang diatur pada 
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga adalah: 
“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling 
banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:  
a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); 
b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).” 
 
Adapun contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penelantaran 
dalam rumah tangga yaitu termasuk juga tidak memberi nafkah kepada korban, 
membiarkan korban bekerja untuk kemudian penghasilannya diambil atau dikuasai, 
bahkan mempekerjakannya, dan memanfaatkan ketergantungan dari segi ekonomi 






3. Ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga 
Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: 
 “(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi : 
a. Suami, istri, dan anak. 
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 
yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, 
persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam 
rumah tangga; dan atau 
c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam 
rumah tangga tersebut. 
(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai 
anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah 
tangga yang bersangkutan.” 
 
Pada Pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah 
anak kandung termasuk anak angkat dan dan anak tiri. Selanjutnya, yang dimaksud 
dengan hubungan perkawinan adalah menantu, ipar, mertua dan besan. 
Kemudian pada Pasal 2 Ayat (1) c dan Pasal 2 Ayat (2) menunjukan bahwa 
negara/pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Pengahapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, mengakui bahwa orang yang 
bekerja di dalam rumah tangga atau pekerja rumah tangga merupakan orang di luar 
hubungan darah dan di luar perkawinan yang rentan mengalami kekerasan dalam 
rumah tangga. Meskipun demikian, namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga masih membatasi secara tegas 





perlindungan, sedangkan untuk pekerja rumah tangga yang tidak menginap atau 
hanya bekerja paruh waktu tidak termasuk dalam lingkup rumah tangga. 
 
4. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga 
Menurut Zaitunah Subhan (2004: 14-15) beberapa penyebab yang menjadi 
asumsi terjadinya kekerasan terhadap perempuan: 
1) Adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan seringkali yang 
mendasari tindak kekerasan ini bukan sesuatu yang dihadapi secara nyata. Hal ini 
dibuktikan dengan realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah 
melakukan tindakan kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang mendasar. 
Alasan yang disampaikan pelaku hampir selalu hanya didasarkan bahwa dirinya 
atau permainan bayang-bayang pikirannya saja, bahkan tidak jarang justru 
mengingkari telah berbuat jahat dan tidak terhormat. Lebih lagi jika pelaku 
menganggap tindakannya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan mesum 
atau perkosaan misalnya. Sehingga ketika dihadapan jaksa dia menolak tuduhan 
bahwa dia telah melakukan perkosaan. 
2) Hukum yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan masih bias gender. 
Seringkali hukum tidak berpihak kepada perempuan yang menjadi korban 
kekerasan. Ketidakberpihakan tersebut tidak saja berkaitan dengan substansi 





bahkan justru belum adanya substansi hukum yang mengatur nasib bagi korban 
kekerasan, yang umumnya dialami perempuan. 
Fathul Djannah (2002: 51) lebih memperinci faktor penyebab kekerasan 
dalam rumah tangga sebagai berikut: 
1) Kemandirian ekonomi istri. Secara umum ketergantungan istri terhadap suami 
dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan, akan tetapi tidak sepenuhnya 
demikian karena kemandirian istri juga dapat menyebabkan istri menerima 
kekerasan oleh suami. 
2) Karena pekerjaan istri. Istri bekerja di luar rumah dapat menyebabkan istri 
menjadi korban kekerasan. 
3) Perselingkuhan suami. Perselingkuhan suami dengan perempuan lain atau suami 
kawin lagi dapat melakukan kekerasan terhadap istri. 
4) Campur tangan pihak ketiga. Campur tangan anggota keluarga dari pihak suami, 
terutama ibu mertua dapat menyebabkan suami melakukan kekerasan terhadap 
istri.  
5) Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Pemahaman ajaran agama yang 
salah dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam 
rumah tangga. 
6) Karena kebiasaan suami, di mana suami melakukan kekerasan terhadap istri 






C. Pelaku dan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga 
1. Pelaku  
Pengertian pelaku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: 
“(1) Orang yang melakukan perbuatan; 
  (2) pemeran; pemain (sandiwara dan sebagainya); 
  (3) yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dan 
sebagainya); yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi 
tertentu.” 
 
Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam 
arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang 
diisyaratkan oleh Undang-undang dan telah menimbulkan suatu akibat yang tidak 
dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun 
unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak 
pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena digerakkan oleh pihak 
ketiga. 
Adapun perihal pelaku diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana sebagai berikut: 
“(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut 
serta melakukan perbuatan; 
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana 
atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan 
perbuatan. 
  (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejarah 





Pelaku adalah seorang laki-laki yang melakukan tindak pidana kekerasan 
terhadap istri atau perempuan dalam lingkup rumah tangga dalam bentuk kekerasan 
fisik. Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni 
pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak 
pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat 
berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap si 
pelaku. 
Salah satu contohnya adalah pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang akan 
terkena sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
 
2. Korban kekerasan dalam rumah tangga 
Pengertian korban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: 
“(1) Pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; 
kurban; 
  (2) orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan 
sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.” 
 
Sedangkan pengertian korban yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman 





Selain definisi korban tersebut di atas, masih ada lagi definisi korban yang 
diberikan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh 
suatu tindak pidana. 
Arif Gosita (1993: 63) mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang 
menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari 
pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan 
kepentingan hak asasi pihak yang menderita. Mereka di sini dapat berarti: individu, 
atau kelompok baik swasta maupun pemerintah. 
Ada 5 (lima) tipologi korban menurut Sellin dan Wolfgang , yaitu:   
Adapun hak-hak korban yang diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: 
“Korban berhak mendapatkan: 
a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 
advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun 
berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; 
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; 
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; 
d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap 
tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 







D. Teori Efektivitas Hukum 
Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi: 
1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum; 
2. Kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan 
3. Faktor-faktor yang memengaruhinya. 
Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat 
itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur 
kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh 
masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif 
atau berhasil di dalam implementasinya. 
Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan 
hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam 
implementasinya. 
Faktor-faktor yang memengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau 
berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor yang 
memengaruhi dapat dikaji dari: 
1. Aspek keberhasilannya; dan 
2. Aspek kegagalannya. 
Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan itu, meliputi substansi hukum, 





apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparatur penegak 
hukum itu sendiri. 
Faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum 
adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparatur hukum yang korup, 
atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia 
untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim. (HS, 2013: 303-304). 
Soerjono Soekanto (2014: 8) mengemukakan lima faktor yang harus 
diperhatikan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan 
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang 
mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai 
tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam 
masyarakat. 
Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto 
(2014: 8-9), efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. 
Faktor-faktor ini mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya 
terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang-undang saja; 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum; 





4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan; 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup; 
Hukum atau undang-undang dalam arti materiel merupakan peraturan tertulis 
yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. 
Peraturan dibagi dua macam, yaitu peraturan pusat dan peraturan setempat. Peraturan 
pusat berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun 
yang berlaku umum di sebagian wilayah negara. Peraturan setempat hanya berlaku di 
suatu tempat atau daerah saja. 
Penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung yang berkecimpung 
dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan 
tetapi juga mencakup peace maintenance (penegakan secara damai). Yang termasuk 
kalangan penegak hukum, meliputi mereka yang bertugas di bidang kehakiman, 
kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. 
Sarana atau fasilitas merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk 
mendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas itu, meliputi tenaga 
manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 
memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak dipenuhi, maka 





Masyarakat dimaknakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan 
terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat dalam konteks 
penegakan hukum erat kaitannya, di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 
Sedangkan faktor yang kelima dalam penegakan hukum, yaitu kebudayaan. 
Kebudayaan diartikan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada 
efektivitas penegakan hukum. (Soekanto, 2014: 9). 
 
E. Penelitian Relevan 
Beberapa peneltian relevan yang dapat dijadikan sebagai pembanding dalam 
melakukan penelitian ini, agar penelitian ini dapat mencapai target yang maksimal 
dengan menghindari adanya kesamaan objek dalam penelitian ini. 
1. Syarifah Balkis (2008) 
Implementasi UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga di Kota Makassar (Studi Kasus di Wilayah Polresta 
Makassar Timur). 
Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian ingin melihat implementasi 
UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga 





penelitian menunjukan bahwa implementasi undang-undang tentang KDRT, 
selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
KDRT dan ternyata dari hasil penelitian menunjukan terdapat faktor ekonomi, 
faktor perselingkuhan dan budaya siri yang ada di kota Makassar. Hal inilah yang 
memicu terjadinya KDRT. Selanjutnya, adapun model penyelesaian yaitu di 
selesaikan secara kekeluargaan, ada pula yang menggugat suami sampai kepada 
Pengadilan. Upaya penyelesaiannya dengan lahirnya Undang-undang 
Penghapusan KDRT, yang dimana dilakukan dengan sosialisasi media massa, 
cetak dan seminar-seminar. 
2. Nurlia (2010) 
Penegakan Hukum Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Makassar. 
Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak-dampak KDRT. Dari 
hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak secara medis, dampak emosional, 
dampak secara profesional, dan dampak secara pribadi. Selain itu juga dalam 
tesis Nurlia ingin mengetahui bagaimana penegakan hukum tentang kekerasan 
terhadap perempuan dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penegakan 
yang dilakukan sesuai dengan prosedural yang terdapat dalam UU Nomor 23 
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sosialisasi 
pun dilakukan di tiap daerah dan yang menjadi kendala adalah banyak 
perempuan yang acuh tak acuh untuk melapor kepolisi agar dapat ditangani kasus 





3. Masni (2015) 
Peran Pengadilan Negeri Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan dalam 
Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Pengadilan Negeri Polman). 
Di dalam penelitian yang dilakukan peneliti yaitu Peran Pengadilan Negeri 
Terhadap Perlindungan korban Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Studi 
Kasus di Pengadilan Negeri Polman), menunjukkan bahwa peran Pengadilan 
Negeri Polman dalam menyelesaikan kasus KDRT yang di mana sesuai dengan 
penerapan UU PKDRT yang membuat hakim tidak harus keluar dari 
kewenangannya seperti yang diatur dalam UU PKDRT, yakni seorang hakim 
menerima hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian, kemudian mengadili saksi, 
korban, dan pelaku KDRT dengan melihat bukti-bukti yang telah ada. 
Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu Studi 
Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar dalam hal ini ingin 
mengetahui penyebab perubahan tingkat laporan kasus kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT) di kota Makassar, faktor-faktor penyebab seseorang melakukan 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta peran kepolisian dalam penanganan 
kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota Makassar. Adapun lokasi 
penelitian akan dilakukan di Polrestabes Makassar. 
Adapun beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian tentang Kekerasan 






1. Cahyo Edi dan Didik Iswahyudi 
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Bertentangan dengan Hak Asasi 
Manusia (HAM) Di Wilayah Kelurahan Turen 
Kekerasan, sebuah kosakata yang cukup popular dan aktual dalam beberapa 
tahun belakangan ini, telah memasuki wilayah politik, ekonomi, sosial, budaya, 
maupun pemikiran keagamaan; bahkan telah memasuki wilayah yang paling 
kecil dan eksklusif, yaitu keluarga. Sangat ironis, ditengah-tengah masyarakat 
yang katanya “Modern”, karena dibangun di atas prinsip rasionalitas, demokrasi, 
dan humanisme yang secara teori seharusnya menekan tindak kekerasan justru 
budaya kekerasan semakin menjadi fenomena yang tidak terpisahkan. Dewasa ini 
kita menyaksikan dengan jelas munculnya berbagai tindak kriminalitas, 
kerusuhan, kerusakan moral, perkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual, dan 
lain-lain yang keseluruhannya adalah wadah budaya kekerasan. Kekerasan 
terhadap perempuan merupakan fenomena sosial yang pada saat ini marak terjadi 
di masyarakat kita. Fenomena tersebut semakin memprihatinkan karena sering 
kali pelaku kekerasan adalah orang-orang yang dipercaya, dihormati, dan 
dicintai, serta terjadi di wilayah yang seharusnya menjamin keamanan setiap 
penghuninya, yaitu keluarga. Ironisnya, kekerasan terhadap perempuan yang 
dilakukan oleh pasangan intimnya justru menduduki peringkat tertinggi diantara 
berbagai macam bentuk kekerasan terhadap perempuan (Departemen of Public 





terbuka dan ada yang tertutup. onstran dengan kekerasan, amuk massa atau 
kerusuhan, pelaksanaan hukum di muka umum merupakan contoh kekerasan 
terbuka.kekerasan tertutup antara lain, penyiksaan terhadap tahanan, 
pengancaman terhadap orang lain, KDRT merupakan kekerasan tertutup. 
Menurut survey yang dilaksanakan di Amerika Serikat, kekerasan tertutup lebih 
banyak terjadi. dari kekerasan tertutup itu 70% adalah KDRT (Anggarawati, 
2006:9). Berdasarkan uraian diatas dapatlah dirumuskan masalah sebagai 
berikut:Belum diketahui, Persepsi keluarga terhadap KDRT yang di alami oleh 
Keluarga di Kelurahan Turen.Belum diketahui, Bentuk KDRT yang telah dialami 
oleh keluarga di Kelurahan Turen.Belum diketahui, Faktor penyebab terjadinya 
KDRT dalam keluarga di Kelurahan Turen.Belum diketahui, Dampak yang 
ditimbulkan akibat KDRT pada keluarga yang telah mengalaminya. 
2. Rochmat Wahab 
Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif 
Setiap keluarga memimpikan dapat membangun keluarga harmoni, bahagia dan 
saling mencintai, namun pada kenyataannya banyak keluarga yang merasa tidak 
nyaman, tertekan dan sedih karena terjadi kekerasan dalam keluarga, baik 
kekerasan yang bersifat fisik, psikologis, seksual, emosional, maupun 
penelantaran. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat disebabkan oleh 
faktor internal dan eksternal, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, 





yang muncul lewat informasi tidak bisa terfilter pengaruh negatifnya terhadap 
kenyamanan hidup dalam rumah tangga. Kondisi yang demikian cenderung 
mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga mereka tidak bisa 
tumbuh dan berkembang secara natural, bahkan menghambat anak berprestasi di 
sekolahnya. Untuk dapat menyelamatkan pertumbuhan dan perkembangan anak 
secara optimal, kiranya perlu dilakukan penanganan secara psikologis dan 
edukatif terhadap kasus KDRT, baik yang sifatnya kuratif maupun preventif, 
sehingga bukan saja berarti bagi pelaku KDRT, melainkan utamanya bagi kurban 
KDRT dan masyarakatnya secara lebih luas. 
 
F. Kerangka Konsep 
Masih terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi 
di Indonesia terutama di kota Makassar merupakan suatu cerminan gagalnya sebuah 
keluarga dalam membangun dan membina sebuah rumah tangga yang kondusif dan 
nyaman bagi setiap anggota keluarga yang berlindung di dalamnya. 
Kebanyakan kasus kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh seorang istri. 
Berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT) tersebut. Dan pada akhirnya, korban yang merasa tidak sanggup lagi dengan 
kekerasan yang dialaminya terpaksa melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib 
(kepolisian). Kemudian pihak kepolisian akan menindaklanjuti kasus tersebut sampai 





memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sangat membantu masyarakat dalam 
menangani dan menyelesaikan perkara yang dihadapai oleh masyarakat, termasuk 
kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang masih sering terjadi di kota 
Makassar. 
Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan mampu menjadi dasar 
hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pada kenyataannya undang-
undang tersebut belum mampu untuk mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT) yang masih banyak terjadi. Namun, ada fenomena yang menarik dari kasus 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya di Polrestabes Makassar, di mana 
terjadi penurunan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota Makassar, 
sementara laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pos Pelayanan 
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar mengalami 
peningkatan laporan. Selain itu, adanya pencabutan pengaduan kasus kekerasan 
dalam rumah tangga (KDRT) di Polrestabes Makassar yang dilakukan oleh korban 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari hal itulah, penulis merasa tertarik untuk 
mengkaji tentang penyebab menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT) di Polrestabes Makassar, faktor yang menyebabkan terjadinya 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta penyelesaian kasus kekerasan dalam 





Terciptanya rasa aman 
 
Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka konsep tersebut dapat dilihat pada 























2.1 Kerangka konsep 
 
Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga 
Kekerasan dalam Rumah Tangga 
(KDRT) 
Penyebab menurunnya 
kasus kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT) 
di Polrestabes Makassar 
Faktor penyebab 
seseorang melakukan 
kekerasan dalam rumah 
tangga 
Penyelesaian kasus 
KDRT yang dilakukan 






A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (Yusuf, 2014: 
329) merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, 
pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu 
fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan 
kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara narratif. Dari sisi lain 
dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk 
menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi 
prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 
 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar. Pemilihan lokasi ini 
didasarkan pada pertimbangan bahwa Polrestabes Makassar telah mencakupi seluruh 








B. Fokus Penelitian 
Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Penyebab menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di 
Polrestabes Makassar. 
2. Faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 
3. Penyelesaian kasus kekerasan dalam ruma tangga (KDRT) yang dilakukan oleh 
pihak kepolisian di kota Makassar. 
 
C. Deskripsi Fokus 
Untuk lebih memperjelas arah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian 
ini, serta untuk mencegah adanya kesalahpahaman terhadap isi tulisan ini, maka 
peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan deskripsi fokus yang terkait dengan judul 
ini, “Studi tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar”. 
1. Penyebab menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota 
Makassar disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 
a. Hukum atau undang-undang; 
b. Penegak hukum;  






2. Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga 
di kota Makassar yaitu sebagai berikut: 
a. Faktor Ekonomi; 
b. Faktor Perilaku. 
3. Pihak kepolisian sebagai penegak hukum tentunya sangat berperan dalam  proses 
penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kepolisian selalu berusaha 
menangani dan menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang 
diadukan/dilaporkan melalui dua cara, yaitu melalui jalur hukum dan mediasi 
(berdamai). 
 
D. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 
adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif (Sugiyono, 2010: 59-60) sebagai human 
instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai 
sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, 
menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. 
 
E. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 





a. Data primer diperoleh oleh peneliti bersumber dari buku laporan tentang 
kasus-kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian di Polrestabes Makassar 
dan melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak kepolisian, serta dari 
data laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani di Pos 
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota 
Makassar. 
b. Data sekunder diperoleh peneliti dari buku-buku yang berkaitan dengan 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta dari penelitian terdahulu yang 
membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 
2. Sumber Data 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan sehingga sumber data berasal dari 
data dokumentasi dan wawancara. Data dokumentasi diperoleh dari Polrestabes 
Makassar dan Pos Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
(P2TP2A) kota Makassar. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 
berdasarkan data yang diperoleh peneliti di Polrestabes Makassar 3 (tiga) tahun 
terakhir, yakni tahun 2014 sebanyak 140 kasus, tahun 2015 sebanyak 71 kasus, 
dan tahun 2016 sebanyak 45 kasus. Sedangkan data  dari P2TP2A yang diperoleh 








F. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, pengumpulan data ditempuh dengan menggunakan 
teknik wawancara dan dokumentasi. 
1. Wawancara (Nazir, 2005: 193-194) adalah proses memperoleh keterangan untuk 
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si 
penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan 
menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). 
Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang dianggap terkait dengan fokus 
penelitian ini, yaitu: 
a. IPTU Yuliman, selaku Kasubnit 2 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 
(PPA) Polrestabes Makassar; 
b. IPDA Nina Purwanti, selaku Kasubnit 3 Unit Pelayanan Perempuan dan 
Anak (PPA) Polrestabes Makassar; 
c. AIPDA Darwis, selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 
(PPA) Polrestabes Makassar; 
d. BRIPKA Cahyadi, selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 
(PPA) Polrestabes Makassar; 
e. BRIPDA Nurul Wahida, selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan 





f. BRIPDA Vivi Novianti, selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan 
Anak (PPA) Polrestabes Makassar; 
g. Ibu Hj. Hapidah Djalante, S.IP., selaku Sekretaris P2TP2A Kota Makassar; 
h. Pihak-pihak yang berperkara. 
2. Dokumentasi (Zuriah, 2009: 191) adalah cara mengumpulkan data melalui 
dokumen tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil 
atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.  
Yang menjadi sumber dokumentasi peneliti adalah sebagai berikut: 
a. Laporan kasus-kasus yang ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 
(PPA) Polrestabes Makassar tahun 2014-2015. 
b. Dokumen-dokumen pendukung. 
3. Observasi (pengamatan) yang dilakukan dengan jalan pengamatan mengenai 
penyebab perubahan tingkat laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota 
Makassar, faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 
serta peran kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT) sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. 
 
G. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data 
kualitatif. Analisis data kualitatif (Zuriah, 2009: 217) adalah proses pelacakan dan 





lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan 
tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. 
Aktivitas dalam analisis data (Sugiyono, 2010: 91), yaitu data reduction, data 
display, dan conclusion drawing/verification. 
1. Data Reduction (Reduksi Data). 
Mereduksi data (Sugiyono, 2010: 92) berarti merangkum, memilih hal-hal yang 
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 
lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 
2. Data Display (Penyajian Data). 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 
singkat, bagan, hubungsn antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling 
sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 
dengan teks yang bersifat naratif. (Sugiyono, 2010: 95). 
3. Conclusion Drawing/Verification. 
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2010: 99) adalah merupakan 
temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi 





sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 
interaktif, hipotesis atau teori. 
 
H. Pemeriksaan Keabsahan Data 
Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif 
(Sugiyono, 2010: 121) antara lain, sebagai berikut: 
a. Perpanjangan Pengamatan. 
Dengan perpanjangan pengamatan (Sugiyono, 2010: 122-123) berarti peneliti 
kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber 
data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan 
ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini 
merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila data yang diperoleh selama ini 
setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak 
benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam 
sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya. 
b. Triangulasi. 
Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini (Sugiyono, 2010: 125) diartikan 
sebagai pengecekan data dari berbagi sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 
waktu. 






1) Triangulasi wawancara. 
Triangulasi wawancara dengan melakukan wawancara kepada penyidik Unit 
Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar, petugas Pos 
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota 
Makassar, dan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 
2) Triangulasi dokumentasi.  
Triangulasi dokumentasi dilakukan dengan mengambil data yang dperoleh 
dari Unit PPA Polrestabes Makassar dan P2TP2A Kota Makassar. 
3) Triangulasi pengamatan/observasi. 
Triangulasi pengamatan/observasi dilakukan dengan pengamatan terhadap 













HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Keadaan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena untuk 
mengetahui pengaruh terhadap suatu permasalahan maka terkadang sangat ditentukan 
oleh beberapa hal, diantaranya geografis dan karakteristik masyarakat itu sendiri. 
Oleh karena itu, pada sub bab ini diuraikan gambaran umum tentang wilayah hukum 
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. 
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar bertempat di Kota Makassar, tepatnya 
di jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 9. Luas wilayah hukum Kepolisian Resort Kota 
Besar Makassar meliputi seluruh wilayah Kota Makassar yaitu 175,77 km2 yang 
terdiri dari 14 kecamatan (Mariso, Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung 
Pandang, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Tallo, Panakukang, Manggala, Bringkanaya, 
dan Tamalanrea) dan 143 kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut: 
1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep. 
2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 
3) Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
4) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros. 
Adapun visi yang di cita-citakan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 





prima dan tegaknya hukum serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif di 
wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. 
Berdasarkan visi yang dicita-citakan oleh Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar, maka diuraikan misi sebagai berikut: 
1) Membangun kemitraan dengan masyarakat di semua level dan segala bidang 
tugas kepolisian. 
2) Terus berupaya membangun dan meningkatkan profesionalisme melalui program 
pendidikan dan latihan yang teratur, bertingkat, dan berlanjut secara konsisten. 
3) Mencegah dan menanggulangi semua bentuk kejahatan terutama perjudian, 
penyalahgunaan narkoba, dan kejahatan jalanan (street crime). 
4) Meniadakan rasa takut dan khawatir (fear of crime) bagi semua anggota 
masyarakat yang berada dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar. 
5) Membangun budaya bersih dalam kehidupan dan patuh hukum dalam semua 
aspek prilaku baik yang bersifat internal (bagi seluruh Kepolisian Resort Kota 
Besar Makassar beserta keluarganya) maupun eksternal (bagi seluruh masyarakat 
yang berada dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar). 
6) Menjadikan Polsek sebagai ujung tombak dalam pelayanan terhadap masyarakat. 
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar memiliki 5 fungsi teknis operasional 
yaitu satuan lalu lintas (satlantas), satuan intelijen dan pengamanan (satintelkam), 
satuan reserse kriminal (satreskrim), Pembinaan dan kemitraan (binamitra), dan 





1) Satuan lalu lintas (Satlantas) bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan 
fungsi teknis lalu lintas dalam seluruh wilayah Polrestabes. 
2) Satuan intelijen dan pengamanan (Satintelkam) bertugas melaksanakan deteksi 
dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan 
perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. 
3) Satuan reserse kriminal (Satreskrim) bertugas membina dan menyelengarakan 
kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. 
4) Pembinaan dan kemitraan (Binamitra) bertugas untuk pembinaan dan 
penyuluhan tentang peraturan-peraturan yang baru kepada masyarakat. 
Satuan samapta (Satsamapta) bertugas untuk memberikan perlindungan, 













B. Hasil Penelitian 
Sesuai yang dilaksanakan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan 
observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai instrumen untuk melakukan 
penelitian. Instrumen ini dilaksanakan secara bersamaan, meskipun bila ada data yang 
tidak terungkap melalui wawancara maka diperkuat melalui observasi di lapangan. 
Penelitian ini dilakukan dalam waktu bulan Maret sampai dengan April. Semua data 
hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan fokus penelitian yaitu sebagai berikut: 
 
1. Penyebab Menurunnya Laporan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga 
(KDRT) di Polrestabes Makassar 
 
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Kepolisian Resort Kota Besar 
(Polrestabes) Makassar, adapun data laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga 
yang (KDRT) adalah sebagai berikut. 
Tabel 4.1 Data Laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum 
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 
 
NO TAHUN FREKUENSI PERSENTASE 
1. 2014 140 54,69 % 
2. 2015 71 27,73% 
3. 2016 45 17,58% 
JUMLAH 256 100% 





Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui jumlah laporan kasus 
kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 
2016 di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, yakni sebanyak 256 
kasus. 
Kemudian ditinjau dari tabel tersebut, maka dapat dikatakan bahwa terjadi 
penurunan laporan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar setiap tahunnya pada 
kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan perincian sebagai berikut: 
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada tahun 2014 tercatat 
sebanyak 140 laporan kasus atau 54,69%, kemudian terjadi penurunan pada tahun 
2015 menjadi 71 laporan kasus atau 27,73%, dan selanjutnya pada tahun 2016 masih 
terjadi penurunan menjadi 45 laporan kasus atau 17,58%. 
Dengan melihat data laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT) yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, 
maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi penurunan dan 
selanjutnya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 juga terjadi penurunan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Yuliman, selaku Kasubnit 2 Unit 
Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar mengatakan bahwa: 
“Memang tahun 2015 dan 2016 kemarin, laporan kasus KDRT mengalami 
penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.” (Wawancara, 
Tanggal 6 Maret 2017) 
Hal yang sama diungkapkan oleh AIPDA Darwis, selaku Penyidik Unit PPA 





“Untuk dua tahun belakangan ini, kasus KDRT mengalami penurunan jumlah 
laporan.” (Wawancara, Tanggal 6 Maret 2017) 
Hal serupa juga dikemukakan oleh IPDA Nina Purwanti, selaku Kasubnit 3 
Unit PPA Polrestabes Makassar yang mengatakan bahwa: 
“Sejak tahun 2015 laporan kasus KDRT yang masuk ke Polrestabes Makassar 
mengalami penurunan. Padahal tahun-tahun sebelumnya, laporan kasus 
KDRT di Polrestabes Makassar selalu mengalami peningkatan.” (Wawancara, 
Tanggal 7 Maret 2017) 
 
Hal ini dibenarkan oleh BRIPKA Cahyadi, selaku Penyidik Unit PPA 
Polrestabes Makassar yang mengungkapkan bahwa: 
“Setahu saya, sudah dua tahun terakhir ini laporan kasus KDRT mengalami 
penurunan.” (Wawancara, Tanggal 7 Maret 2017) 
Hal ini sejalan dengan wawancara dengan BRIPDA Vivi Novianti, selaku 
Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar mengatakan bahwa: 
“Dari tahun 2015 sampai tahun 2016 kemarin, jumlah laporan kasus KDRT 
yang dilaporkan di Polrestabes Makassar mengalami penurunan jumlah 
kasus.” (Wawancara, Tanggal 8 Maret 2017) 
Selain mengambil data dari Polrestabes Makassar, peneliti juga mengambil 
data di Pos Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota 
Makassar. Adapun data laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di 
P2TP2 merupakan jumlah keseluruhan data laporan kasus kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT) yang terjadi di kota Makassar. Data tersebut dihimpun dari P2TP2A, 
Polrestabes dan Polsek, LSM yang peduli dengan nasib perempuan dan anak, seperti  





Sel), serta FPMP. Adapun data yang diperoleh dari P2TP2A Kota Makassar adalah 
sebagai berikut. 
Tabel 4.2 Data Laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar 
NO TAHUN FREKUENSI PERSENTASE 
1. 2015 547 37,91% 
2. 2016 896 62,09% 
JUMLAH 1.443 100% 
Sumber: P2TP2A Kota Makassar Mei Tahun 2017 
Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui jumlah laporan kasus 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di kota Makassar pada tahun 
2015 sebanyak 547 kasus dan pada tahun 2016 sebanyak 896 kasus. Sehingga jumlah 
kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tahun 2015 dan tahun 2016 
sebanyak 1.443 kasus. 
Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan kasus kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT) di kota Makassar mengalami peningkatan jumlah laporan 
kasus pada tahun 2016. 
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hj. Hapidah Djalante, S.IP., selaku 
Sekretaris P2TP2A Kota Makassar mengatakan bahwa: 
“Frekuensi kasus KDRT yang terjadi di kota Makassar selalu mengalami 






Hal ini dibenarkan oleh Bapak Fajar, selaku Staf P2TP2A Kota Makassar 
meyatakab bahwa: 
“Laporan kasus KDRT yang telah dihimpun dari berbagai sumber, 
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah laporan kasus KDRT di kota 
Makassar. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah laporan kasus KDRT dua 
tahun terakhir sebanyak 1.443 laporan kasus KDRT.” (Wawancara, Tanggal 
10 April 2017) 
 
Berdasarkan hasil penelitian, penyebab menurunnya laporan kasus kekerasan 
dalam rumah tangga (KDRT) di Polrestabes Makassar adalah sebagai berikut. 
a. Hukum atau undang-undang 
Adanya Undang-undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai landasan yuridis bagi penyelesaian kasus 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di masyarakat. Ketentuan pidana 
bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur dalam Pasal 44 sampai 
Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga. 
Berdasarkan wawancara dengan IPTU Yuliman, selaku Kasubnit 2 Unit PPA 
Polrestabes Makassar mengatakan bahwa: 
“Saat ini telah ada hukum atau undang-undang yang mengatur tentang KDRT 
yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga (UU PKDRT). Ketentuan pidana bagi pelaku KDRT diatur 
dalam Pasal 44 sampai Pasal 50 UU PKDRT.” (Wawancara, Tanggal 6 Maret 
2017) 
 
Hal ini dibenarkan melalui wawancara dengan AIPDA Darwis, selaku 
Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar yang mengemukakan bahwa: 
“Adanya UU PKDRT sangat membantu dalam penyelesaian kasus KDRT 





kekerasan fisik diatur dalam pasal 44, kekerasan psikis diatur dalam pasal 45, 
kekerasan seksual diatur dalam pasal 46, dan penelantaran keluarga diatur 
pada pasal 49.” (Wawancara, Tanggal 6 Maret 2017) 
 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh IPDA Nina Purwanti, selaku Kasubnit 
3 Unit PPA Polrestabes Makassar bahwa: 
“Ketentuan pidana bagi pelaku KDRT diatur di dalam UU PKDRT pada pasal 
44 sampai pasal 50. Untuk kekerasan fisik diatur dalam pasal 44, kekerasan 
psikis diatur dalam pasal 45, kekerasan seksual diatur dalam pasal 46, dan 
penelantaran keluarga diatur pada pasal 49. UU PKDRT dijadikan sebagai 
landasan yuridis dalam penyelesaian kasus KDRT yang terjadi di masyarakat. 
Adanya UU PKDRT ini, diharapkan mampu mengurangi atau menekan 
jumlah laporan kasus KDRT serta menjadi tonggak bagi penegakan hukum 
terhadap kasus KDRT yang masih terjadi di sekitar kita agar masyarakat lebih 
bisa berhati-hati dalam bertindak.” (Wawancara, Tanggal 7 Maret 2017) 
 
Hal ini sejalan dengan pernyataan BRIPKA Cahyadi, selaku Penyidik Unit 
PPA Polrestabes Makassar bahwa: 
“Adanya UU PKDRT sangat membantu dalam penegakan kasus KDRT yang 
dialami oleh korban KDRT agar pelaku KDRT mendapat hukuman atas tindak 
kekerasan yang telah dilakukannya. Bagi pelaku kekerasan fisik dijerat 
dengan pasal 44, pelaku kekerasan psikis dijerat dengan pasal 45, pelaku 
kekerasan seksual dijerat dengan pasal 46 dan pelaku penelantaran keluarga 
dijerat dengan pasal  49.” (Wawancara, Tanggal 7 Maret 2017) 
 
Hal yang sama juga dikemukakan oleh BRIPDA Vivi Novianti, selaku 
Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar yang mengemukakan bahwa: 
“UU PKDRT yang menjadi dasar hukum penyelesaian kasus KDRT yang 
dilaporkan ke polisi sangat membantu dalam menegakkan keadilan bagi 
korban KDRT. Untuk sanksi bagi pelaku kekerasan fisik diatur pada pasal 44, 
kekerasan psikis diatur pada pasal 45, kekerasan seksual diatur pada pasal 46 
dan penelantaran keluarga diatur pada pasal 49.” (Wawancara, Tanggal 8 
Maret 2017) 
 
Berdasarkan hasil observasi data dokumentasi dari buku laporan kasus Unit 





2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah 
diterapkan dalam menjerat pelaku KDRT. Adapun pelaku kekerasan fisik dijerat 
dengan Pasal 44 UU PKDRT, pelaku kekerasan psikis dijerat dengan Pasal 45 UU 
PKDRT, pelaku kekerasan seksual dijerat dengan Pasal 46 UU PKDRT dan pelaku 
penelantaran rumah tangga (keluarga) dijerat dengan Pasal 49 UU PKDRT. 
Pelaku kekerasan fisik yang dijerat dengan Pasal 44 UU PKDRT diancam 
dengan hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun atau denda Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai Rp 
45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). 
Pelaku kekerasan psikis yang dijerat dengan Pasal 45 UU PKDRT diancam 
dengan hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan dan paling 
lama 3 (tiga) tahun atau denda Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai Rp 9.000.000 
(sembilan juta rupiah). 
Pelaku kekerasan seksual yang dijerat dengan Pasal 46, 47, dan 48 UU 
PKDRT diancam dengan hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda Rp 12.000.000 (dua belas juta 
rupiah) sampai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 
Pelaku penelantaran keluarga (rumah tangga) dijerat dengan Pasal 49 UU 
PKDRT diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau 
denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah). 
Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 





sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi salah satu 
penyebab menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di 
Polrestabes Makassar. 
Bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi 
kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. 
Berdasarkan wawancara dengan IPTU Yuliman, selaku Kasubnit 2 Unit PPA 
Polrestabes Makassar mengatakan bahwa: 
“Bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan di Unit PPA Polrestabes 
Makassar adalah kekerasan fisik. Kemudian ada juga kekerasan psikis dan 
penelataran keluarga.” (Wawancara, Tanggal 6 Maret 2017) 
Hal ini dibenarkan melalui wawancara dengan AIPDA Darwis, selaku 
Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar mengatakan bahwa: 
“Jenis kekerasan yang dilaporkan terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, 
dan penelantaran rumah tangga. Dan yang paling banyak laporannya adalah 
kekerasan fisik.” (Wawancara, Tanggal 6 Maret 2017) 
Hal tersebut juga senada dengan penuturan IPDA Nina Purwanti, selaku 
Kasubnit 3 Unit PPA Polrestabes Makassar menuturkan bahwa: 
“Adapun jenis/bentuk kekerasan yang diadukan ke Polrestabes Makassar 
berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga 
(keluarga). Hal ini sesuai dengan bentuk kekerasan yang diatur dalam UU 
PKDRT. Jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan 






Hal ini sejalan dengan wawancara dengan BRIPKA Cahyadi, selaku Penyidik 
Unit PPA Polrestabes Makassar yang menyatakan bahwa: 
“Ada kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran keluarga. Kemudian kasus 
yang paling banyak adalah kekerasan fisik.” (Wawancara, Tanggal 7 Maret 
2017) 
Hal ini juga dibenarkan melalui wawancara dengan BRIPDA Vivi Novianti, 
selaku Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar mengatakan bahwa: 
“Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang paling banyak dilaporkan. 
Kemudian penelantaran keluarga menempati urutan kedua. Untuk kekerasan 
psikis hanya sedikit.” (Wawancara, Tanggal 8 Maret 2017) 
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Irma, selaku korban kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT) yang mengatakan bahwa: 
“Kekerasan fisik, di mana suami saya memukul lengan dan mencekik leher 
saya. Dan hal itu sudah sering dia lakukan apalagi saat mabuk. Karena saya 
sudah tidak sanggup, makanya saya melapor ke polisi.” (Wawancara, Tanggal 
30 Maret 2017) 
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Hermita, selaku korban kekerasan 
dalam rumah tangga (KDRT) mengemukakan bahwa: 
“Saya mengalami kekerasan fisik. Suami saya menampar, memukul dan 
mendorong saya. Hal itu sudah beberapa kali saya alami. Sehingga saya 
memberanikan diri untuk melaporkan hal itu ke polisi untuk memberikan efek 






Kemudian, hasil wawancara di atas diperkuat dengan data laporan bentuk 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diperoleh dari Polrestabes Makassar 
sebagai berikut. 
Tabel 4.3 Data Laporan Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah 





Fisik Psikis Seksual Penelantaran 
Keluarga 
2014 123 3 - 14 140 
2015 61 2 - 8 71 
2016 34 - - 11 45 
JUMLAH 218 5 0 33 256 
Sumber: Kepolisian Resort Kota Besar Makassar Mei Tahun 2017 
Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan fisik menempati urutan 
teratas dengan jumlah kasus terbanyak yakni pada tahun 20014 sebanyak 123 kasus, 
kekerasan psikis sebanyak 3 kasus dan penelantaran keluarga sebanyak 14 kasus. 
Selanjutnya, pada tahun 2015 tercatat kekerasan fisik sebanyak 61 kasus, kekerasan 
psikis sebanyak 2 kasus dan penelantaran keluarga sebanyak 8 kasus. Kemudian, 
pada tahun 2016 tercatat kekerasan fisik sebanyak 34 kasus dan penelantaran 
keluarga sebanyak 11 kasus. 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh 





di Polrestabes Makassar terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan 
penelantaran rumah tangga (keluarga). 
Sebagai contoh, kasus yang dialami oleh Ibu Irma dan Ibu Hermita. Di mana, 
mereka sama-sama mengalami kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya. 
Kasus kekerasan fisik yang mereka alami sudah terjadi berulang kali sehingga mereka 
akhirnya melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya ke Polrestabes Makassar. 
Adapun bentuk atau jenis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi 
di kota Makassar berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan 
penelantaran rumah tangga (keluarga). Selanjutnya, peneliti akan menyajikan data 
bentuk laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di kota 
Makassar sebagai berikut. 






Fisik Psikis Seksual Penelantaran 
Keluarga 
2015 321   141 17 68 547 
2016 579 288 20 9 896 
JUMLAH 900 429 37 77 1.443 
Sumber: P2TP2A Kota Makassar Mei Tahun 2017 
Dari data di atas, dapat dilihat bahwa data kekerasan fisik pada tahun 2015 
tercatat sebanyak 321 kasus, kekerasan psikis sebanyak 141 kasus, kekerasan seksual 





tahun 2016 tercatat kekerasan fisik sebanyak 579 kasus, kekerasan psikis sebanyak 
288 kasus, kekerasan seksual sebanyak 20 kasus, dan penelantaran keluarga sebanyak 
9 kasus.  
Dari data di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa bentuk kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT) yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan fisik, 
kemudian kekerasan seksual, penelantaran keluarga, dan kekerasan seksual. 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fajar, selaku Staf P2TP2A Kota 
Makassar mengatakan bahwa: 
“Jenis/bentuk KDRT yang diadukan/dilaporkan terdiri dari kekerasan fisik, 
psikis, seksual dan penelantaran keluarga. Tetapi kekerasan fisik yang paling 
banyak dilaporkan.” (Wawancara, Tanggal 12 April 2017) 
Hal tersebut juga dibenarkan melalui wawancara dengan Ibu Hj. Hapidah 
Djalante, S.IP., selaku Sekretaris P2TP2A Kota Makassar yang mengatakan bahwa: 
“Semua bentuk KDRT yang diatur di dalam UU PKDRT ada dalam laporan 
kasus KDRT yang terjadi di kota Makassar. Dan kasus yang paling banyak 
dilaporkan adalah kasus kekerasan fisik, kemudian kasus kekerasan psikis, 
penelantaran keluarga, dan kasus kekerasan seksual.” (Wawancara, Tanggal 
12 April 2017) 
 
b. Penegak hukum 
Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara RI bahwa kepolisian sebagai salah satu penegak hukum berperan secara aktif 
dalam menangani dan menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana yang terjadi di 





Polisi yang seorang penyidik yang bertugas menangani tindak pidana yang 
dilaporkan. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan IPTU Yuliman, selaku 
Kasubnit 2 Unit PPA Polrestabes Makassar mengatakan bahwa:  
“Pihak kepolisian dalam hal ini penyidik selalu bersikap terbuka kepada 
korban yang melapor. Khususnya dalam kasus KDRT. Kita selalu 
memberikan masukan kepada para korban yang melaporkan tindak KDRT 
yang dialaminya agar ketika korban ingin melanjutkan proses hukum, tidak 
akan menyesal di belakang. Adapun, semua laporan kasus KDRT yang masuk 
di Polrestabes Makassar akan diproses oleh pihak kepolisian.” (Wawancara, 
Tanggal 6 Maret 2017) 
 
Hal yang sama dikemukakan oleh AIPDA Darwis, selaku Penyidik Unit PPA 
Polrestabes Makassar yang mengemukakan bahwa: 
“Kita sebagai penyidik selalu berusaha untuk bersikap baik dan bersahabat 
kepada korban KDRT agar korban merasa nyaman untuk menceritakan kasus 
KDRT yang dialaminya. Sebelum melakukan penyidikan lebih jauh, kita 
selalu bertanya kembali apakah kasus ini tetap kami proses ke jalur hukum 
ataukah korban ingin berdamai dengan pelaku.” (Wawancara, Tanggal 6 
Maret 2017) 
 
Hal ini dibenarkan melalui wawancara dengan IPDA Nina Purwanti, selaku 
Kasuubnit 3 Unit PPA Polrestabes Makassar menyatakan bahwa: 
“Kami pihak kepolisian sangat terbuka jika ada laporan kasus khususnya 
kasus KDRT dan kasus pelanggaran pada anak. Dan tentunya kami juga 
bersikap adil dalam penanganan kasus KDRT yang dilaporkan. Semua kasus 
kita perlakukan sesuai dengan prosesdur. Kita juga selalu mengupayakan jalan 
damai bagi korban dan pelaku KDRT demi masa depan anak mereka dan 
rumah tangga mereka. Tetapi jika korban tetap bersikukuh untuk 
memperkarakan suaminya, maka kita akan proses sampai ke pengadilan asal 
ada saksi dan bukti yang telah cukup.” (Wawancara, Tanggal 7 Maret 2017) 
 
Hal yang serupa juga dikatakan oleh BRIPKA Cahyadi, selaku Penyidik Unit 





“Kita para penyidik bersikap baik dan ramah dalam menangani kasus KDRT. 
Karena kasus KDRT merupakan kasus yang sangat sensitif. Jadi, kami sebagai 
penyidik sangat berhati-hati dalam menyelesaikan kasusnya. Tetapi saat 
penyidikan, biasanya kita adakan mediasi terlebih dahulu. Karena siapa tau 
korban ingin berdamai dengan pelaku.” (Wawancara, Tanggal 7 Maret 2017) 
 
Hal senada juga dikemukakan oleh BRIPDA Vivi Novianti, selaku Penyidik 
Unit PPA Polrestabes Makassar yang mengatakan bahwa: 
“Kasus KDRT adalah kasus yang sangat sensitif karena menyangkut masalah 
rumah tangga. Jadi, penyidik biasanya menggunakan cara yang ramah dan 
sopan agar korban KDRT merasa nyaman. Selain itu, sebelum kasus KDRT 
tersebut kita proses lebih lanjut, biasanya kami para penyidik melakukan 
mediasai terlebih dahulu. Jika mediasi berhasil, maka biasanya korban 
mencabut laporannya.” (Wawancara, Tanggal 8 Maret 2017) 
 
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Irma, selaku korban kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT) yang mengemukakan bahwa: 
“Ada mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mendamaikan saya 
dan suami saya. Saya juga diminta untuk memikirkan kembali laporan KDRT 
saya dan membahas masalah ini dengan suami saya.” (Wawancara, Tanggal 
30 Maret 2017) 
Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Hermita, selaku korban kekerasan 
dalam rumah tangga (KDRT) yang mengatakan bahwa: 
“Kalau menurut saya, sikap polisi sangat baik. Polisi berusaha memediasi saya 
dan suami saya. Saya diberi waktu untuk mempertimbangkan kembali 
keputusan saya untuk melapor ke polisi.” (Wawancara, Tanggal 24 April 
2017) 
Beradasarkan hasil observasi peneliti, terlihat bahwa kepolisian dalam hal ini 





mediasi terlebih dahulu kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 
seperti yang dialami oleh Ibu Irma. Di dalam melakukan penyidikan, penyidik 
berusaha untuk memediasi Ibu Irma selaku korban, namun mediasi tersebut gagal 
karena Ibu Irma tetap ingin melanjutkan perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT) yang dialaminya hingga ke pengadilan. 
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian, adapun nama-
nama Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar adalah sebagai berikut. 
Tabel 4.5 Daftar Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar 
 
No. Nama Penyidik Keterangan 
1. AIPDA DARWIS Penyidik 
2. BRIPKA CAHYADI Penyidik 
3. BRIPKA KAHARUDDIN Penyidik 
4. BRIPDA LUIS Penyidik 
5. BRIPDA RANDI Penyidik 
6. BRIPDA NURUL WAHIDA Penyidik 
7. BRIPDA VIVI NOVIANTI Penyidik 
Sumber: Polrestabes Makassar Mei Tahun 2017 
Kepolisian dalam hal ini penyidik wajib memberikan keterangan kepada 
korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. 
Berdasarkan wawancara dengan IPTU Yuliman, selaku Kasubnit 2 Unit PPA 





“Kewajiban pihak kepolisian dalam kasus KDRT yaitu melindungi korban 
dengan melakukan penangkapan dan penahanan bagi pelaku KDRT agar tidak 
melakukan tindak kekerasan lebih lanjut.” (Wawancara, Tanggal 6 Maret 
2017) 
Hal ini ditambahkan melalui wawancara dengan AIPDA Darwis, selaku 
Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar yang mengatakan bahwa: 
“Kita sebagai penyidik di Unit PPA Polrestabes Makassar telah melakukan 
kewajiban kita sebagai seorang penyidik. Yakni menyidik korban dan pelaku 
KDRT, serta mengumpulkan alat bukti dan saksi.” (Wawancara, Tanggal 6 
Maret 2017) 
Hal ini dibenarkan melalui wawancara dengan BRIPKA Cahyadi yang 
mengatakan bahwa: 
“Saat ada laporan yang masuk, kami segera memberikan pengarahan kepada 
korban, kemudian melakukan penyidikan. Untuk perlindungan bagi korban 
KDRT sendiri kita lakukan jika korban meminta.” (Wawancara, Tanggal 7 
Maret 2017) 
Hal tersebut juga senada dengan pernyataan IPDA Nina Purwanti, selaku 
Kasubnit 3 Unit PPA Polrestabes Makassar menyatakan bahwa: 
“Setiap penyidik di Unit PPA Polrestabes Makassar melakukan penanganan 
kasus KDRT sudah sesuai dengan UU PKDRT. Kita berusaha 
memberitahukan korban tentang haknya sebagai korban, kemudian melakukan 
penyidikan, mengumpulkan alat bukti dan jika korban merasa takut akan 
ancaman dari pelaku, maka kita akan melakukan penangkapan dan penahanan 
bagi pelaku sebagai salah satu kewajiban dari pihak kepolisian untuk 






Hal tersebut juga dibenarkan oleh BRIPDA Nurul Wahidah selaku Penyidik 
Unit PPA Polrestabes Makassar yang menangani kasus Ibu Irma menjelaskan bahwa: 
“Penyidik selalu berusaha melakukan kewajibannya untuk melakukan 
perlindungan kepada korban. Salah satu contoh kasusnya yaitu kasus KDRT 
yang terjadi pada Ibu Irma, di mana saat Ibu Irma melakukan pelaporan pada 
tanggal 29 Maret, kami langsung melakukan penahanan terhadap suaminya. 
Apalagi telah ada bukti lebam pada diri korban dan pihak keluarganya sendiri 
yang membawa pelaku untuk dilakukan penahanan agar pelaku tidak 
melakukan tindak KDRT lagi kepada Ibu Irma.” (Wawancara, Tanggal 30 
Maret 2017) 
 
Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Irma, selaku korban kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT) yang mengatakan bahwa: 
“Pihak kepolisian melakukan penahanan kepada suami saya, karena 
permintaan saya dan keluarga saya. Suami saya terpaksa ditahan karena saya 
takut jika suami saya akan melakukan kekerasan lagi kepada saya.” 
(Wawancara, Tanggal 30 Maret 2017) 
Berbeda dengan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hermita, selaku 
korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengungkapkan bahwa: 
“Kalau suami saya, tidak ditahan. Karena, saya tidak meminta perlindungan 
kepada polisi. Sebab saat saya telah lapor ke polisi, saya mengungsi ke rumah 
orang tua saya.” (Wawancara, Tanggal 24 Mei 2017) 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam kasus 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh Ibu Irma, sang suami 
(Bapak Wahid) yang merupakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah 





Maret 2017 pukul 13.00 WITA, penyidik melakukan penyidikan terhadap pelaku 
(Bapa Wahid) dan korban (Ibu Irma). 
c. Sarana atau fasilitas 
Sarana atau fasilitas yang disediakan oleh pihak kepolisian di Polrestabes 
Makassar dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa 
ruang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang merupakan ruangan yang 
hanya diperuntukkan untuk kasus KDRT dan anak. 
Berdasarkan wawancara dengan IPTU Yuliman, selaku Kasubnit 2 Unit PPA 
Polrestabes Makassar mengatakan bahwa: 
“Penyidikan terhadap korban dan pelaku KDRT dilakukan di ruang Unit PPA 
yang khusus untuk menangani kasus KDRT dan pelanggaran terhadap anak. 
Adapun fasilitasnya cukup memadai dengan adanya computer yang digunakan 
untuk menyimpan data hasil penyidikan, ada kursi dan meja untuk penyidik, 
ada juga kursi untuk menunggu dan menerima tamu, serta ada AC juga.” 
(Wawancara, Tanggal 6 Maret 2017) 
 
Hal yang sama dikemukakan melalui wawancara dengan AIPDA Darwis, 
selaku Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar yang mengatakan bahwa: 
“Di Polrestabes sendiri ada ruangan khusus untuk menangani masalah KDRT 
dan anak yaitu ruang Unit PPA. Di mana, suasana dalam ruangan sudah 
dipenuhi dengan berbagai macam fasilitas.” (Wawancara, Tanggal 6 Maret 
2017) 
Hal ini senada dengan wawancara yang dilakukan dengan BRIPKA Cahyadi, 





“Fasilitas yang disediakan oleh Polrestabes yaitu berupa ruangan khusus Unit 
PPA untuk melayani korban KDRT dan anak, di mana korban KDRT yang 
melapor bisa merasa lebih nyaman.” (Wawancara, Tanggal 7 Maret 2017) 
Hal tersebut dibenarkan melalui wawancara dengan IPDA Nina Purwanti, 
selaku Kasubnit 3 Unit PPA Polrestabes Makassar yang mengatakan bahwa: 
“Untuk sarana atau fasilitas yang disediakan oleh Polrestabes yaitu berupa 
ruang Unit PPA yang dikhususkan untuk menangani dan menyelesaikan kasus 
KDRT dan tindak pidana yang berkaitan dengan anak.” (Wawancara, Tanggal 
7 Maret 2017) 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, Ruang Penyidik Unit 
PPA Polrestabes Makassar masih belum memadai dan ideal untuk dilakukan 
penyidikan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini 
disebabkan karena meja antar penyidik tidak ada sekat yang membatasi, sehingga 
korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merasa tidak nyaman untuk 
menceritakan kasus kekerasan yang dialaminya. Apalagi kasus kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT) merupakan hal yang sangat sensitif dan bersifat pribadi. 
Kemudian, tidak adanya ruang mediasi. Mediasi hanya dilakukan di meja penyidik 
atau Kasubnit. 
d. Masyarakat 
Masyarakat khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat 
dijadikan tolak ukur dalam pencapaian penegakan hukum dalam kasus kekerasan 





Berdasarkan wawancara dengan IPTU Yuliman, selaku Kasubnti 2 Unit PPA 
Polrestabes Makassar mengatakan bahwa: 
“Memang masih banyak kasus KDRT yang terjadi di masyarakat. Dan tidak 
menutup kemungkinan bahwa masyarakat masih ada yang tidak mau 
melaporkan kasus KDRT yang dialaminya.” (Wawancara, Tanggal 6 Maret 
2017) 
Hal ini sejalan dengan wawancara dengan AIPDA Darwis, selaku Penyidik 
Unit PPA Polrestabes Makassar mengatakan bahwa: 
“Saat ini, masyarakat sudah semakin memahami tentang hukum KDRT, 
makanya laporan kasus KDRT mengalami penurunan.” (Wawancara, Tanggal 
6 Maret 2017) 
Hal senada juga diungkapkan oleh BRIPDA Cahyadi, selaku Penyidik Unit 
PPA Polrestabes Makassar yang mengatakan bahwa: 
“Menurunnya laporan kasus KDRT di Polrestabes bisa jadi karena kesadaran 
hukum masyarakat yang tinggi.” (Wawancara, Tanggal 7 Maret 2017) 
Kemudian, wawancara yang dilakukan dengan IPDA Nina Purwanti, selaku 
Kasubnit 3 Unit PPA Polrestabes Makassar mengatakan bahwa: 
“Sebenarnya, di masyarakat masih banyak terjadi kasus KDRT. Hanya saja, 
masyarakat masih ada yang enggan melaporkan kasus KDRT yang dilaminya 
karena menganggap bahwa kasus KDRT merupakan aib keluarga dan tidak 





Berdasarkan wawancara dengan Ibu Irma, selaku korban kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT) mengatakan bahwa: 
“Saya sudah sering dipukuli oleh suami saya. Dan karena saya sudah tidak 
tahan, makanya saya melapor ke polisi.” (Wawancara, Tanggal 30 Maret 
2017) 
Hal yang berbeda dikemukakan melalui wawancara dengan Ibu Hermita, 
selaku korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengatakan bahwa: 
“Awalnya, saya tidak ingin melaporkan suami saya ke polisi. Karena saya 
merasa malu jika diketahui oleh orang lain. Apalagi keluarga suami saya juga 
sempat melarang saya dan berusaha mendamaikan. Mereka menganggap 
bahwa hal itu sebagai aib keluarga yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. 
Tapi karena sudah dua kali terjadi, makanya saya terpaksa melapor ke polisi.” 
(Wawancara, Tanggal 24 Mei 2017) 
 
2. Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga 
(KDRT) 
 
Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor penyebab seseorang melakukan 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota Makassar adalah sebagai berikut: 
a. Faktor ekonomi 
Berdasarkan wawancara dengan IPTU Yuliman, selaku Kasubnit 2 Unit PPA 
Polrestabes Makassar mengatakan bahwa: 
“Faktor ekonomi yang biasa menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah 





kebutuhan rumah tangga sedangkan suami tidak memberi uang dengan alasan 
tidak ada uang. Istrinya menjadi curiga karena sudah ada tanda-tanda, dalam 
arti dulu suaminya sering memberi uang tapi sekarang tidak lagi memberi 
uang sehingga menyebabkan pertengkaran mulut. Kemudian karena tidak 
dapat mengendalikan diri, maka akhirnya tangan melayang dan terjadi 
kekerasan fisik.” (Wawancara, Tanggal 6 Maret 2017) 
 
Hal ini sejalan dengan wawancara dengan AIPDA Darwis, selaku Penyidik 
Unit PPA Polrestabes Makassar menyatakan bahwa: 
“Kebanyakan kasus KDRT yang dilaporkan di Polrestabes Makassar 
disebabkan oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi di sini bukan hanya bagi 
keluarga dengan ekonomi yang rendah saja, tetapi ada juga yang melapor 
karena penelantaran keluarga yang dilakukan oleh suami yang memiliki 
penghasilan yang besar. Karena faktor ekonomi tersebutlah sehingga pelaku 
biasanya menelantarkan keluargnya dan tentunya bisa juga terjadi kekerasan 
fisik.” (Wawancara, Tanggal 6 Maret 2017) 
 
Hal yang sama dikemukakan oleh BRIPKA Cahyadi, selaku Penyidik Unit 
PPA Polrestabe Makassar yang mengatakan bahwa: 
“Faktor ekonomi yang paling banyak dilaporkan dalam laporan kasus KDRT 
di Polrestabes Makassar. Hal itu bisa disebabkan oleh ekonomi keluarga yang 
semakin sulit setelah suami di PHK atau karena sang suami punya 
selingkuhan makanya sang istri tidak diberikan uang. Hal itulah yang dapat 
memicu sehingga terjadi KDRT.” (Wawancara, Tanggal 7 Maret 2017) 
 
Hal ini dibenarkan melalui wawancara dengan IPDA Nina Purwanti, selaku 
Kasubnit 3 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar, 
mengemukakan bahwa: 
“Faktor ekonomi merupakan faktor penyebab yang paling mendominasi 
terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, misalnya karena penghasilan suami 
yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga 
menyebabkan adanya tekanan ekonomi yang dirasakan di dalam rumah tangga 
tersebut. Di antara anggota keluarga, yang paling merasakan dampak dari 
tekanan ekonomi adalah istri sebagai ibu rumah tangga yang bertugas 
mengelola keuangan keluarga. Jika tiba-tiba uang belanja tidak cukup, maka 
istri meminta lagi uang belanja kepada suami sehingga suami menjadi marah, 





keuangan keluarga. Padahal sebenarnya suamilah yang tidak mengerti harga 
kebutuhan pokok yang sekarang sudah naik. Memang hal ini penting 
diketahui oleh seorang suami akan harga kebutuhan pokok yang selalu naik. 
Apabila tidak mengetahui kondisi harga kebutuhan pokok, maka dapat 
memicu pertengkaran yang akhirnya menyebabkan terjadinya kekerasan 
dalam rumah tangga.” (Wawancara, Tanggal 7 Maret 2017) 
 
Hal ini juga senada dengan wawancara yang dilakukan dengan BRIPDA Vivi 
Novianti, selaku Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar yang mengatakan bahwa: 
“Dari banyaknya laporan kasus KDRT yang saya tangani, penyebab paling 
banyak dikarenakan oleh faktor ekonomi. Faktor ekenomi ini karena 
kebutuhan pokok yang semakin mahal, namun penghasilan keluarganya tidak 
mencukupi.” (Wawancara, Tanggal 8 Maret 2017) 
 
Hal tersebut juga dibenarkan melalui pernyataan Ibu Hj. Hapidah Djalante, 
S.IP., selaku Sekretaris P2TP2A Kota Makassar, mengemukakan bahwa: 
“Faktor ekonomi menempati posisi teratas dalam data kasus KDRT yang 
diadukan di P2TP2A. Di mana, kekurangan ekonomi yang merupakan sumber 
terjadinya KDRT apalagi saat istri meminta uang kepada suami pada saat 
suami masih lelah sepulang kerja dan suami juga tidak memiliki uang maka 
potensi terjadinya KDRT sangatlah besar. Bukan hanya keluarga dengan 
ekonoomi rendah saja yang mengalami KDRT, tetapi keluarga yang memiliki 
ekonomi cukup pun dapat melakukan KDRT. Misalnya saat istri meminta 
uang kepada suami yang baru pulang kerja dan sangat lelah, bisa saja suami 
kesal dan marah sehingga melakukan KDRT.” (Wawancara, Tanggal 10 April 
2017) 
 
Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hermita, selaku korban 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengatakan bahwa: 
“Awalnya, suami saya tidak pernah melakukan kekerasan. Tetapi, setelah 
suami saya berhenti dari tempat kerjanya, suami saya jadi ringan tangan dan 
akhirnya memukul saya saat saya meminta uang belanja ataupun uang sekolah 
anak kami. Sejak dia (suami) berhenti bekerja, kami susah untuk memenuhi 
kebutuhan rumah tangga kami. Saya meminta uang karena kami butuh makan 
dan biaya sekolah untuk anak kami. Terlebih anak-anak kami yang masih 
kecil-kecil dan masih sekolah. Tentunya membutuhkan biaya yang tidak 





untuk mencari kerja buat biaya kebutuhan sehari-hari. Tetapi dia (suami) 
malah marah dan memukul saya.” (Wawancara, Tanggal 24 Mei 2017) 
 
b. Faktor perilaku 
Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Yuliman, selaku Kasubnit 2 Unit 
Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar mengatakan bahwa: 
“Kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena perilaku buruk pelaku 
maupun korban, misalnya masing-masing egois dan memiliki temperamen 
yang tinggi. Selanjutnya karena adanya kecemburuan dari salah satu pihak. 
Kemudian karena pergaulan pelaku diluar kurang baik yang biasanya 
terpengaruh dengan minuman keras sehingga perilaku pelaku di luar yang 
kurang baik dibawa masuk ke dalam rumah tangga. Kemudian yang terakhir 
karena biasanya pelaku jarang beribadah.” (Wawancara, Tanggal 6 Maret 
2017) 
 
Hal ini sejalan dengan pernyataan AIPDA Darwis, selaku korban Penyidik 
Unit PPA Polrestabes Makassar yang mengatakan bahwa: 
“Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi disebabkan karena 
faktor perilaku yaitu perilaku buruk suami dan terkadang juga dapat 
disebabkan karena perilaku buruk istri yang cemburu buta sehingga istri 
mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan dalam arti memaki-maki dan 
menghina suaminya. Padahal suaminya sudah sabar, sudah mengakui dan 
meminta maaf atas kesalahannya tetapi karena istrinya masih tetap keras 
sehingga mengakibatkan suaminya tidak lagi dapat mengontrol emosinya dan 
pada akhirnya mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik.” (Wawancara, 
Tanggal 6 Maret 2017) 
 
Hal serupa dikemukakan oleh IPDA Nina Purwanti, selaku Kasubnit 3 Unit 
PPA Polrestabes Makassar yang mengatakan bahwa: 
“Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah 
tangga, biasanya pelaku adalah pecandu alkohol dan pemakai narkoba. Pelaku 
melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya di luar kesadarannya. 
Ternyata orang yang sudah di luar kesadaran pada saat melakukan kekerasan 
terhadap anggota keluarganya, tidak menyadari yang telah diperbuatnya dan 






Hal tersebut juga senada dengan pernyataan BRIPDA Cahyadi, selaku 
Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar mengemukakan bahwa: 
“Faktor perilaku juga dapat menyebabkan terjadinya KDRT. Hal ini pernah 
dialami oleh korban KDRT yang melapor di Polrestabes. Di mana, sang istri 
yang menjadi korban KDRT mengalami tindak kekerasan berupa pemukulan 
karena sang suami yang temperamen dan suka mabuk-mabukan.” 
(Wawancara, Tanggal 7 Maret 2017) 
 
Hal yang sama juga dikemukakan melalui wawancara dengan BRIPDA Vivi 
Novianti yang mengatakan bahwa: 
“Faktor perilaku juga banyak menjadi penyebab KDRT yang dilaporkan di 
Polrestabes Makassar. Faktor perilaku di sini bisa karena pelaku yang 
temperamen. Selain itu, ada juga faktor kecemburuan yang memicu terjadinya 
kekerasan dalam rumah tangga. Dulu, ada kasus di mana sang suami memukul 
istrinya karena merasa cemburu saat melihat istrinya mengobrol dengan laki-
laki lain. Hal itulah yang mendorong sang suami (pelaku) melakukan tindak 
kekerasan terhadap istrinya.” (Wawancara, Tanggal 8 Maret 2017) 
 
Berdasarkan hasil keterangan yang dikemukakan oleh Bapak Wahid (suami 
Ibu Irma), selaku pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam penyidikan 
mengatakan bahwa: 
“Saya memukul istri saya karena saya tidak suka istri saya pakai handphone 
(hp). Padahal sudah saya larang. Tetapi dia sembunyi-sembunyi pakai hp.” 
(Wawancara, Tanggal 30 Maret 2017) 
Hal tersebut dibenarkan oleh sang istri (Ibu Irma) yang merupakan korban 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengatakan bahwa: 
“Dia (suami) larang saya pakai hp, padahal saya juga butuh memakai hp untuk 
berkomunikasi dengan keluarga maupun dengan teman saya. Apalagi, 
sekarang saya sudah kerja. Jadi, saya harus pakai hp untuk mengetahui info 
dari teman kerja ataupun atasan saya.” (Wawancara, Tanggal 30 Maret 2017) 
 





“Saya larang dia (istri) pakai hp karena nanti dia bisa telponan sama laki-laki 
lain. Apalagi pernah saya dapat dia pakai hp, sms-an, langsung saya banting 
itu hp dan saya pukul dia. Karena saya tidak suka itu. Saya juga sudah larang 
dia bekerja, tapi dia tidak mau mendengar. Makanya saya kesal. Jadi, saya 
pukul dia.” (Wawancara, Tanggal 30 Maret 2017) 
 
Selanjutnya, korban (Ibu Irma) juga menambahkan bahwa:  
“Masalahnya, bukan cuma sekali ini suami saya memukul dan mencekik saya, 
tetapi sudah berulang kali. Biasa juga dia habis mabuk, akhirnya memukul 
saya. Pernah juga dia dapat hpku, terus dia cekik dan pukul saya juga. 
Makanya saya sudah tidak tahan dan akhirnya melaporkan suami saya ke 
pihak kepolisian.” (Wawancara, Tanggal 30 Maret 2017) 
 
Hal tersebut dibenarkan melalui wawancara dengan BRIPDA Nurul Wahida, 
selaku Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar yang menangani perkara KDRT 
yang terjadi dengan Ibu Irma yang mengatakan bahwa: 
“Berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan terhadap suami ibu Ade 
Irma, dalam hal ini pelaku KDRT memang membenarkan kasus kekerasan 
fisik yang dialami istrinya. Pelaku memukul dan mencekik korban karena 
marah dan merasa kesal terhadap korban. Hal itu dipicu karena pelaku sudah 
melarang istrinya memakai telepon seluler (handphone), namun korban tidak 
mengindahkan larangan pelaku. Sehingga memicu pelaku memukul dan 
mencekik korban. Bukan hanya itu, korban juga sebenarnya dilarang bekerja 
oleh pelaku, tetapi korban tetap ingin bekerja dengan dalih ingin menambah 
biaya hidup dan membiayai dirinya sendiri serta anaknya.” (Wawancara, 
Tanggal 30 Maret 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor 
perilaku seperti rasa cemburu dan pecandu alkohol (pemabuk) merupakan salah satu 
faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 
seperti yang dialami oleh Ibu Irma. Di mana, sang suami (pelaku) biasa melakukan 
pemukulan atau mencekik leher istri (korban) setelah minum minuman beralkohol 
dan karena merasa cemburu jika sang istri berkomunikasi dengan teman laki-lakinya 





Selain itu, sang suami (pelaku) juga melarang istrinya untuk bekerja, tetapi sang istri 
(korban) tidak mengindahkan larangan suaminya dan tetap bekerja, sehingga 
menimbulkan kemarahan pelaku yang mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan 
dalam rumah tangga (KDRT). 
 
3. Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang 
Dilakukan oleh Pihak  Kepolisian di Kota Makassar 
 
Pihak kepolisian sangat berperan dalam penegakan hukum di masyarakat. 
Dengan keberadaan pihak kepolisian yang bertugas melindungi, mengayom, dan 
melayani masyarakat. Sehingga penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT) oleh pihak kepolisian dilakukan melalui dua cara, yaitu: 
a. Jalur hukum 
Jalur hukum merupakan proses yang harus dilalui oleh para tersangka yang 
melakukan tindak pidana maupun perdata. Khusus untuk kasus kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT) yang merupakan tindak pidana yang harus mendapat sanksi 
bagi pelaku telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 
Berikut ini akan disajikan data laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga 








Tabel 4.6 Data Pengaduan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang 









2014 84 56 140 
2015 41 30 71 
2016 38 7 45 
Sumber: Kepolisian Resort Kota Besar Makassar Mei Tahun 2017 
Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa tahun 2014 sebanyak 
84 aduan kasus KDRT yang diproses dari 140 kasus. Kemudian tahun 2015 sebanyak 
41 aduan kasus KDRT yang diproses dari 71 kasus. Serta pada tahun 2016 sebanyak 
38 kasus yang diproses dari 45 kasus.  
Berdasarkan wawancara dengan AIPDA Darwis, selaku Penyidik Unit PPA 
Polrestabes Makassar mengatakan bahwa: 
“Semua laporan kasus KDRT yang masuk di Polrestabes Makassar, akan 
berusaha diproses dan diselesaikan oleh pihak kepolisian.” (Wawancara, 
Tanggal 6 Maret 2017) 
Hal senada juga dikemukakan oleh IPTU Yuliman, selaku Kasubnit 2 Unit 
PPA Polrestabes Makassar yang mengatakan bahwa: 
“Dalam menangani kasus khususnya kasus KDRT, pihak kepolisian telah 
melakukan upaya yang maksimal untuk menyelesaikan kasus KDRT yang 
dilaporkan ke Polrestabes Makassar sesuai dengan UU PKDRT.” 





Hal senada juga dikemukakan oleh IPDA Nina Purwanti, selaku Kasubnit 3 
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar mengatakan 
bahwa:  
“Kami pihak kepolisian sangat terbuka dan tentunya berusaha semaksimal 
mungkin dalam penanganan kasus KDRT yang dilaporkan. Dan kasus-kasus 
yang diselesaikan melalui jalur hukum akan dilimpahkan ke pengadilan untuk 
kemudian diproses dan diberi hukuman sesuai dengan UU PKDRT.” 
(Wawancara, Tanggal 7 Maret 2017) 
 
Hal serupa juga diungkapkan melalui wawancara dengan BRIPDA Cahyadi, 
selaku Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar mengatakan bahwa: 
“Kasus KDRT yang ditempuh melalui jalur hukum dan dilimpahkan ke 
pengadilan biasanya dikenai sanksi pidana sesuai dengan jenis kekerasan yang 
dilakukan oleh pelaku yang diatur dalam UU PKDRT.” (Wawancara, Tanggal 
7 Maret 2017) 
Selanjutnya, IPDA Nina Purwanti, selaku Kasubnit 3 Unit Pelayanan 
Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar juga menambahkan bahwa: 
“Untuk ketentuan pidana kasus KDRT diatur pada Pasal 44 sampai Pasal 50 
UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga.” (Wawancara, Tanggal 7 Maret 2017) 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh BRIPDA Nurul Wahidah, selaku 
Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar yang mengatakan bahwa: 
“Ketentuan pidana bagi pelaku KDRT telah diatur di dalam UU PKDRT. Jadi, 
sebagai penyidik, ketika kasus KDRT yang ditangani sudah siap dilimpahkan 
ke pengadilan, maka penyidik akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan UU 






Selanjutnya, BRIPDA Nurul Wahidah, selaku Penyidik Unit PPA Polrestabes 
Makassar juga menambahkan bahwa: 
“Kasus yang dialami Ibu Irma adalah salah satu contoh kasus yang akan 
dilimpahkan ke pengadilan, karena bukti-bukti telah cukup. Jadi, sebagai 
penyidik, kami menjerat pelaku dengan ketentuan pidana Pasal 44 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga karena pelaku melakukan tindak kekerasan fisik terhadap 
korban (Ibu Irma).” (Wawancara, Tanggal 30 Maret 2017) 
 
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Irma, selaku korban kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT) mengataka bahwa: 
“Saya tidak ingin mencabut laporan saya, karena saya sudah tidak tahan lagi 
dengan perlakuan suami saya yang sudah sering memukul saya. Saya hanya 
ingin suami saya mendapat hukuman yang setimpal atas apa yang telah dia 
lakukan pada saya.” (Wawancara, Tanggal 30 Maret 2017) 
 
b. Mediasi 
Selain melalui jalur hukum, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 
juga diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian dengan korban dan pelaku. 
Berdasarkan wawancara dengan AIPDA Darwis, selaku Penyidik Unit 
Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar menyatakan bahwa: 
“Kami pihak kepolisian sangat bersikap terbuka dan berusaha mendamaikan 
korban dan pelaku. Jadi, ketika mereka mau berdamai, maka pelaku kita minta 
membuat surat pernyataan sebagai bukti bahwa pelaku tidak akan melakukan 
kekerasan terhadap korban.” (Wawancara, Tanggal 6 Maret 2017) 
 
Hal ini dibenarkan melalui wawancara dengan IPTU Yuliman, selaku 






“Model penyelesaian kasus KDRT di Polrestabes Makassar dilakukan melalui 
dua cara, yaitu secara hukum dan secara kekeluargaan. Kasus KDRT yang 
diproses sampai ke pengadilan tentu saja bukan kasus ringan misalnya 
penganiayaan berat yang menyebabkan korban luka parah, menyebabkan 
korban sampai mengalami gangguan psikis yang berat, dan tentunya jika 
KDRT tersebut menyebabkan kematian bagi korban, maka kita akan proses 
sampai ke pengadilan dan pelaku diberikan vonis berupa sanksi pidana. 
Sebaliknya, jika korban KDRT tidak mengalami kekerasan fisik maupun 
psikis yang parah, maka kita akan melakukan mediasi untuk mendamaikan 
pelaku dan korban. Tetapi itu juga terjadi jika korban dan pelaku masih ingin 
berdamai, maka kita akan memediasi mereka agar bisa berdamai dan pelaku 
berjanji tidak akan melakukan kekerasan kepada korban lagi.” (Wawancara, 
Tanggal 6 Maret 2017) 
 
Hal ini diperjelas melalui wawancara dengan IPDA Nina Purwanti, selaku 
Kasubnit 3 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar 
mengatakan bahwa: 
“Kita selalu berusaha memberikan pengarahan kepada para korban maupun 
pelaku KDRT untuk mempertimbangkan lagi keinginan mereka melanjutkan 
kasus KDRT tersebut agar menghindari dampak terburuk yakni perceraian. 
Tetapi tentu saja kita melihat dulu sejauh mana dampak kekerasan yang telah 
terjadi kepada korban. Jika hanya luka ringan, maka kita bisa menempuh jalur 
kekeluargaan Jadi, sebelum kasus KDRT ditindaklanjuti sampai ke 
pengadilan, kita biasanya akan melakukan mediasi kepada korban dan pelaku 
KDRT. Namun, ketika mediasi tersebut gagal, maka kita akan melimpahkan 
kasus KDRT tersebut ke pengadilan.” (Wawancara, Tanggal 7 Maret 2017) 
 
Hal ini juga senada dengan wawancara dengan BRIPDA Cahyadi, selaku 
Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar mengatakan bahwa: 
“Selain jalur hukum, penyidik melakukan mediasi bagi korban dan pelaku 
KDRT. Jika kasusnya hanya kasus kekerasan yang tidak berdampak buruk 
bagi korban, maka kita akan menempuh jalur mediasi.” (Wawancara, Tanggal 





Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hermita selaku korban 
kekerasan dalam rumah tangga yang mengatakan bahwa: 
“Di saat saya melaporkan kasus kekerasan yang saya alami, memang ada 
mediasi yang dilakukan oleh kepolisian. Sehingga dari dari mediasi itu juga 
yang membuat saya akhirnya mencabut laporan saya.” (Wawancara, Tanggal 
24 Mei 2017) 
Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kasus 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan/diadukan ke kepolisian 
dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan melalui mediasi yang dilakukan pihak 
kepolisian dengan korban dan pelaku. 
Selain itu, ada juga kasus kekerasan dalam rumah tangga yang hanya selesai 
ditingkat penyidikan dan jarang diteruskan ke pengadilan karena korban mencabut 
aduannya. Berikut ini akan disajikan data pengaduan kasus kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT) yang dicabut di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar 
adalah sebagai berikut. 
Tabel 4.6 Data Pengaduan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang 









2014 84 56 140 
2015 41 30 71 
2016 38 7 45 





Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa tahun 2014 sebanyak 
56 aduan kasus KDRT yang dicabut dan 84 aduan kasus KDRT yang diproses, 
kemudian pada tahun 2015 sebanyak 30 aduan kasus KDRT yang dicabut dan 41 
aduan kasus KDRT yang diproses, dan pada tahun 2016 sebanyak 7 aduan kasus 
KDRT yang dicabut dan sebanyak 38 aduan kasus KDRT yang diproses. Dari data 
yang diperoleh penulis dari bagian Unit PPA Polrestabes Makassar di atas, ada 
beberapa laporan/aduan kasus KDRT yang dicabut oleh korban. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan AIPDA Darwis, selaku 
Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar mengatakan bahwa: 
“Ada juga beberapa kasus KDRT yang hanya sampai pada tahap penyidikan 
karena korban biasanya mencabut laporannya atau bukti-bukti yang tidak 
cukup.” (Wawancara, Tanggal 6 Maret 2017) 
Hal senada juga dipaparkan oleh IPTU Yuliman, selaku Kasubnit 2 Unit PPA 
Polrestabes Makassar bahwa: 
“Banyak kasus KDRT yang telah dilaporkan oleh korban pada akhirnya 
dicabut kembali. Hal tersebut dikarenakan korban telah berdamai dengan 
pelaku sehingga korban mencabut laporan/aduannya. Ketika korban telah 
mencabut aduan/laporannya, maka penyidik akan menghentikan kasus 
tersebut.” (Wawancara, Tanggal 6 Maret 2017) 
 
Hal ini dibenarkan melalui wawancara dengan IPDA Nina Purwanti, selaku 
Kasubnit 3 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar 
mengemukakan bahwa: 
“Kasus KDRT yang tidak dilimpahkan ke pengadilan dan hanya sampai ke 
tahap penyidik saja dikarenakan oleh berbagai faktor. Pertama, korban yang 
mencabut laporan/aduannya di kepolisian karena korban dan pelaku telah 





pelaku telah berjanji tidak akan melakukan tindak KDRT terhadap korban 
tentunya dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas 
bermaterai. Dan ketiga, kasus KDRT yang dilaporkan oleh korban hanya 
merupakan kamuflase sebagai efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi 
tindak KDRT lagi.” (Wawancara, Tanggal 7 Maret 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hermita, selaku 
korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah mencabut aduannya, mengatakan 
bahwa: 
“Sebenarnya, saya melaporkan kasus KDRT yang saya alami hanya untuk 
memberikan efek jera kepada suami saya agar suami saya tidak mengulangi 
perbuatannya lagi. Makanya setelah beberapa saat kemudian, saya mencabut 
laporan tersebut. Terlebih lagi, suami saya sudah berjanji dan telah 
menandatangi surat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan/kekerasan 
kepada saya maupun anak-anak kami di kepolisian.” (Wawancara, Tanggal 24 
Mei 2017) 
 
Kemudian, Ibu Hermita menambahkan bahwa: 
 “Alasan saya mencabut laporan karena saya tidak ingin anak kami yang 
masih kecil kurang mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Kami juga 
membutuhkan biaya untuk kehidupan kami. Jika suami saya dipenjara, siapa 
yang akan menafkahi saya dan anak-anak kami. Apalagi suami saya 
merupakan tulang punggung keluarga kami, jadi dengan pertimbangan itulah 
saya akhirnya mencabut laporan di kepolisian.” (Wawancara, Tanggal 24 Meri 
2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
pencabutan pengaduan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan 
oleh korban disebabkan oleh korban yang ingin memberikan efek jera kepada 
(pelaku) suaminya, tidak ingin anak-anaknya kurang kasih sayang dari kedua orang 





Selain itu, ada juga kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian maupun 
lembaga pemerintahan dalam hal ini P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan 
dalam rumah tangga (KDRT) di kota Makassar. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan AIPDA Darwis, selaku 
Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar mengatakan bahwa: 
“Kendala yang dihadapi selama proses penyidikan diantaranya adalah alat 
bukti yang kurang ataupun tidak cukup kuat, persoalan saksi yang susah 
dihadirkan untuk dimintai keterangan, pelaku yang tidak hadir saat dipanggil 
oleh penyidik, dan alamat pelaku yang tidak diketahui.” (Wawancara, Tanggal 
6 Maret 2017) 
 
Hal ini dibenarkan melalui wawancara dengan IPTU Yuliman, selaku 
Kasubnit 2 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar 
mengatakan bahwa: 
“Kendala yang dihadapi selama proses penyidikan kasus KDRT diantaranya 
adalah pertama, masalah saksi yang biasanya susah dihadirkan oleh korban 
ataupun tidak adanya saksi. Kedua, korban yang tidak pro aktif. Ketiga, 
pelaku yang sebagian besar adalah suami tidak diketahui alamatnya. Keempat, 
pelaku yang tidak hadir ketika dipanggil untuk dilakukan penyidikan. Kelima, 
tidak adanya hasil visum atau kurangnya alat bukti.” (Wawancara, Tanggal 6 
Maret 2017). 
 
Hal senada juga dikemukakan melalui wawancara dengan BRIPDA Cahyadi, 
selaku Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar mengatakan bahwa: 
“Kendala yang dihadapi yaitu jika alat bukti kurang, saksi tidak ada, korban 
yang tidak pro aktif, serta tempat tinggal pelaku tidak jelas sehingga saat 
dihubungi untuk diminta keterangan pelaku tidak datang.” (Wawancara, 





Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala yang 
dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT) adalah alat bukti yang tidak cukup, masalah sanksi yang susah 
dihadirkan untuk dimintai keterangan, korban yang tidak pro aktif, pelaku yang tidak 























Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka pada bab ini 
pembahasan hasil penelitian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai (1) Penyebab 
menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polrestabes 
Makassar; (2) Faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT); (3) Peran kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT) di kota Makassar. 
 
1. Penyebab Menurunnya Laporan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga 
(KDRT) di Polrestabes Makassar 
 
Penyebab menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 
dapat dikaitkan dengan Teori Efektivitas Hukum. Ada tiga fokus kajian teori 
efektivitas hukum, yang meliputi: 
1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum; 
2) Kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan 
3) Faktor-faktor yang memengaruhinya. 
Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto 
(2014: 8-9), efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. 
Faktor-faktor ini mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya 
terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 





2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum; 
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 
4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan; 
5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
Menurunnya laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polrestabes 
disebabkan oleh beberapa hal, yaitu hukum atau undang-undang, penegak hukum, 
sarana atau fasilitas, dan masyarakat. 
a. Hukum atau undang-undang 
Pengaturan hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga (UU PKDRT). Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini dilandasi oleh berbagai 
pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman 
dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan 
terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi 
manusia. 
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga dinyatakan bahwa: 
“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan: 





b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; 
c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; 
d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.” 
 
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pelaku kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT) yang dilaporkan ke Polrestabes Makassar telah diberi sanksi 
hukuman sesuai dengan tindak kekerasan yang dilakukannya. Hal ini membuktikan 
bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga sudah efektif. 
b. Penegak hukum 
Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara RI mengatur bahwa: 
“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 
pemeliharan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” 
Berdasarkan hasil penelitian, penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian 
selaku penyidik di Unit PPA Polrestabes Makassar telah melakukan tugas dan 
kewajibannya dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pasal 18 mengatur tentang: 
“Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban 
untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan.” 





“Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau 
menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.” 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian secara 
aktif dan cepat dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 
yang dilaporkan ke Unit PPA Polrestabes Makassar.  
Kemudian, adapun pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur tentang: 
“(1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan 
tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar 
perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan 
di tempat polisi itu bertugas. 
  (2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 × 24 jam 
(satu kali dua puluh empat) jam. 
  (3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana 
dimaksud ayat (1) dan ayat (2).” 
 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dilihat bahwa 
pihak kepolisian di Polrestabes Makassar telah melakukan perlindungan terhadap 
korban. Salah satunya yang terjadi dalam kasus Ibu Irma. Di mana sang suami (Bapak 
Wahid) yang merupakan pelaku langsung ditangkap dan ditahan pada saat Ibu Irma 
melaporkan kasusnya pada tanggal 29 Maret 2017. Hal tersebut dilakukan karena Ibu 
Irma merasa ketakutan jika suaminya (pelaku) belum ditahan karena bisa jadi pelaku 
melakukan kekerasan lagi terhadap Ibu Irma. 
c. Sarana atau fasilitas 
Ruang penyidik Unit Pos Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes 





Makassar dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan 
kasus yang terjadi pada anak. 
Ruang penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar memiliki fasilitas berupa 
kursi, meja, komputer, dan dilengkapi dengan AC. Hanya saja, di tiap meja penyidik, 
tidak ada sekat yang membatasi. Jadi, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 
merasa kurang nyaman jika menceritakan atau memberikan keterangan kepada pihak 
kepolisian (penyidik). 
Tidak adanya ruang mediasi yang disediakan oleh Polrestabes Makassar, 
padahal salah satu langkah dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT) yang dilaporkan di Polrestabes Makassar dilakukan melalui mediasi.  
d. Masyarakat  
Masyarakat khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat 
dijadikan tolak ukur dalam pencapaian penegakan hukum dalam kasus kekerasan 
dalam rumah tangga (KDRT). 
Menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di 
Polrestabes Makassar salah satunya disebabkan oleh masyarakat. Masih adanya 
masyarakat yang enggan melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 
yang dialaminya dikarenakan korban yang merasa bahwa kasus kekerasan yang 
dialaminya adalah aib keluarga sehingga tidak boleh diketahui oleh orang lain. 
Seperti yang terjadi pada kasus yang dialami oleh Ibu Hermita. Awalnya Ibu 
Hermita tidak ingin melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang 





diketahui oleh tetangganya. Apalagi keluarga sang suami sempat melakukan 
musyawarah untuk mendamaikan Ibu Hermita dengan suaminya. Tetapi pada 
akhirnya Ibu Hermita tetap melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya ke pihak 
kepolisian karena sang suami melakukan tindak kekerasan lagi kepada Ibu Hermita. 
 
2. Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga 
(KDRT) 
 
a. Faktor ekonomi 
Masalah ekonomi secara umum dapat dikatakan sebagai faktor yang paling 
dominan menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya 
berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. 
Masalah ekonomi seringkali menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara 
suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga 
setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi jika pencari nafkah yang 
utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan 
pekerjaan (misalnya di PHK). Ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, 
memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindakan kekerasan. 
Seperti yang dialami oleh Ibu Hermita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT) dalam bentuk kekerasan fisik yang disebabkan masalah ekonomi 
(keuangan), di mana terjadinya kekerasan tersebut saat sang suami (pelaku) berhenti 
bekerja. 





Beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi disebabkan 
karena pelaku maupun korban yang pada umumnya mempunyai perilaku buruk, 
antara lain seperti bertemperamen tinggi sehingga sering marah, kasar dalam 
berbicara, sangat mudah tersinggung, pencemburu, penjudi, pecandu alkohol, 
pemakai narkoba, dan kurang taat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama 
yang dianut dan diyakininya sehingga dapat berpotensi untuk melakukan kekerasan 
terhadap anggota keluarganya. 
Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu pendorong timbulnya 
kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Tidak jarang, karena faktor 
kecemburuan terhadap istri, suami dapat melakukan tindakan kekerasan kepada 
istrinya. Begitupun ketika istri mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh 
suami dan istrinya merasa cemburu, maka suami biasanya melakukan tindakan 
kekerasan kepada istrinya. 
Salah satu kasus yang dilaporkan di Polrestabes Makassar dialami oleh ibu 
Irma (korban) yang sering dipukuli dan dicekik oleh sang suami saat suami mabuk, 
kemudian karena suami melarangnya menggunakan telepon seluler (handphone) serta 
karena kecemburuan suaminya. Hal itulah yang membuat korban melaporkan kasus 








3. Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang 
Dilakukan oleh Pihak  Kepolisian di Kota Makassar 
 
Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dilatarbelakangi oleh perkembangan 
dewasa ini yang menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga pada 
kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk 
kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga. Harapan UU 
PKDRT adalah masyarakat luas lebih bisa melaksanakan hak dan kewajibannya 
dalam lingkup rumah tangganya sesuai dengan dasar agama yang dianutnya. Penegak 
hukum dan aparat terkait dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga 
akan lebih sensitif dan responsif terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan dalam 
rumah tangga untuk pencegahan, perlindungan, dan penegakan keadilan. (Gultom, 
2014: 16) 
Kepolisian sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya 
hukum tentunya dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan 
terhadap perempuan (istri) dan anak serta tertanggulanginya kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT). 
Adapun penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang 
dilakukan oleh pihak kepolisian melalui dua cara, yaitu: 
a. Jalur hukum 
Ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur 





Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Adapun ketentuan 
pidana bagi pelaku KDRT sebagai berikut. 
Ketentuan pidana terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga yang diatur 
pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: 
“(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup 
rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling 
banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 
  (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling 
banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 
  (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 
(empat puluh lima juta rupiah). 
  (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan 
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata 
pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 
(lima juta rupiah).” 
 
Ketentuan pidana terhadap kekerasan psikis dalam rumah tangga diatur dalam 
Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga adalah: 
“(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup 
rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling 
banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). 
  (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan 
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata 





paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 
(tiga juta rupiah).” 
 
Ketentuan pidana terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur pada 
Pasal 46, 47, dan 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: 
1) Pasal 46: 
“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga 
puluh enam juta rupiah).” 
 
2) Pasal 47: 
“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya 
melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 
12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).” 
 
3) Pasal 48: 
“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 
mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan 
sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan 
sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) 
tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau 
mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 
(dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh 
lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah).” 
 
Ketentuan pidana terhadap penelantaraan rumah tangga yang diatur pada Pasal 
49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 





“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling 
banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:  
a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); 
b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, 
maka dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang 
diselesaikan melalui jalur hukum akan diberikan sanksi sesuai dengan tindak 
kekerasan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ketentuan 
pidana untuk pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam 
Pasal 44 sampai Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 
b. Mediasi 
Pengertian mediasi dalam kamus hukum Indonesia (Marbun, 2006: 168) 
adalah berasal dari bahasa Inggris mediation yang berarti proses penyelesaian 
sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan 
solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa. Keberhasilan biasanya 
lebih banyak ditentukan oleh kemampuan berdiplomasi, kecakapan dalam 
memberikan usulan-usulan yang sifatnya tidak memihak, kualitas serta netralitas 
pihak yang diminta untuk menjadi penengah. 
Kepolisian selalu berusaha untuk bersikap terbuka dan aktif dalam menangani 
kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika dirasa bahwa korban kekerasan 





psikisnya, biasanya pihak polisi (penyidik) berusaha untuk melakukan mediasi 
kepada pelaku dan korban untuk menghindari dampak terburuk dari laporan kasus 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti perceraian.  
Adapun mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian didasarkan pada 
pertimbangan bagi keutuhan rumah tangga pelaku dan korban KDRT, di mana 
mediasi dilakukan untuk menghindari dampak terburuk seperti perceraian dan bisa 
berdampak pada psikologis anak. 
Dari hasil mediasi tersebut, biasanya korban atau keluarganya mencabut 
pengaduan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sudah diajukan ke 
kepolisian. Seperti yang dialami oleh Ibu Hermita korban KDRT yang melaporkan 
suaminya ke Polrestabes Makassar, akhirnya mencabut aduannya. 
Selain itu, masih terdapat laporan/aduaan yang tidak dapat diteruskan untuk 
diproses sampai ke pengadilan karena alat bukti yang tidak cukup atau korban yang 
berifat pasif. 
Penanganan terhadap kasus tersebut juga sepenuhnya tergantung pada korban. 
Karena ada korban tidak mau melapor dan membiarkan dirinya menjadi korban, 
karena alasan tertentu. Namun ada juga korban yang mempunyai tekad yang kuat 
untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut melalui jalur hukum. Oleh 
karena itu, meskipun kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial, di 
mana setiap orang yang mengetahui terjadinya kekerasan bisa melapor, sepenuhnya 





korban kekerasan dalam rumah tangga yang mencabut laporannya ke polisi. (Soeroso, 
2012: 119) 
Hal tersebut dapat dilihat dari hasil observasi dan data dokumentasi yang 
disajikan pada hasil penelitian yang dilakukan di Polrestabes Makassar menunjukkan 
masih banyak pengaduan kekerasan dalam rumah tangga yang dicabut oleh korban 
karena berbagai alasan. Diantaranya adalah karena korban hanya ingin memberikan 
efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi tindakan kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT) lagi dan pelaku merupakan tulang punggung keluarga. 
Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu alat bukti yang kurang ataupun tidak 
cukup kuat, persoalan saksi yang susah dihadirkan untuk dimintai keterangan, pelaku 
yang tidak hadir saat dipanggil oleh penyidik, dan alamat pelaku yang tidak 










KESIMPULAN DAN SARAN 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisa studi tentang kekerasan dalam rumah tangga di 
Kepolisian Resort Besar (Polrestabes) Kota Makassar, penulis menyimpulkan bahwa: 
1. Penyebab menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di 
Polrestabes Makassar diantaranya: a) hukum atau undang-undang; b) penegak 
hukum; c) sarana atau fasilitas; dan d) masyarakat. 
2. Faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga di kota 
Makassar yaitu: a) faktor ekonomi dan b) faktor perilaku misalnya perilaku buruk 
pelaku (suami) yang pecandu alkohol (suka mabuk-mabukan) dan kecemburuan. 
3. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh 




Di bagian akhir ini, penulis memberikan saran-saran yang diajukan kepada 





1. Kepada Pemerintah dalam hal ini Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan 
Anak, kiranya masih perlu meningkatkan sosialisai dengan cara yang lebih 
efektif seperti melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan memberikan 
pemahaman kepada masyarakat tentang pengertian, bahwa tindak kekerasan 
dalam lingkup rumah tangga adalah perbuatan yang dapat dihukum. Mengingat 
masih banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia 
khususnya di kota Makassar. Selain itu, penting juga untuk mensosialisasikan 
tentang hak-hak para korban, antara lain hak untuk melapor, hak untuk 
mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan pendampingan oleh pekerja 
sosial atau hak untuk mendapat bimbingan rohani. 
2. Kepada pihak kepolisian, agar lebih memperhatikan kasus kekerasan dalam 
rumah tangga sebagai suatu tindak pidana yang pelakunya harus dihukum sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga. 
3. Kepada masyarakat, agar kiranya lebih memperhatikan masyarakat di sekitarnya 
jika kiranya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, hendaknya melaporkan hal 
tersebut ke pihak yang berwajib atau ke petugas/pekerja sosial yang peduli akan 
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Wawancara dengan Penyidik: 
1. Apakah laporan kasus KDRT di Polrestabes Makassar mengalami penurunan? 
2. Bagaimana ketentuan pidana bagi pelaku KDRT? 
3. Seperti apa sanksi pidana yang akan diterima oleh pelaku KDRT bila melakukan 
tindak kekerasan fisik? 
4. Seperti apa sanksi pidana yang akan diterima oleh pelaku KDRT bila melakukan 
tindak kekerasan psikis? 
5. Seperti apa sanksi pidana yang akan diterima oleh pelaku KDRT bila melakukan 
tindak kekerasan seksual? 
6. Seperti apa sanksi pidana yang akan diterima oleh pelaku KDRT bila melakukan 
tindak penelantaran rumah tangga (keluarga)? 
7. Apa saja jenis/bentuk KDRT yang dilaporkan di Polrestabes Makassar? 
8. Bagaimana sikap kepolisian dalam menangani kasus KDRT di Polrestabes 
Makassar? 
9. Apa saja kewajiban kepolisian dalam penanganan kasus KDRT? 
10. Apakah pihak kepolisian telah melakukan perlindungan bagi korban KDRT yang 
melaporkan kasusnya ke Polrestabes Makassar? 
11. Bagaimana sarana atau fasilitas yang disediakan oleh kepolisian dalam 
penanganan kasus KDRT di Polrestabes Makassar? 
12. Seperti apa suasana ruang penyidik di Polrestabes Makassar? 
13. Apa yang menyebabkan pelaku melakukan KDRT? 
14. Bagaimana model penyelesaian kasus KDRT yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian? 







16. Kendala apa yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus 
KDRT? 
Wawancara dengan Korban: 
1. Bentuk/jenis kekerasan apa yang dilakukan oleh suami anda? 
2. Menurut anda, bagaimana sikap kepolisian dalam melakukan penyidikan? 
3. Menurut anda, apakah pihak kepolisian sudah menjalankan kewajibannya dengan 
baik? 
4. Apakah pihak kepolisian melakukan penahanan terhadap suami anda? 
5. Apa yang menyebabkan suami anda melakukan KDRT? 
6. Apa yang mendorong anda sehingga berani melaporkan kasus KDRT yang anda 
alami? 
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